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. PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Safwani
NIM : 150402083
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “Kinerja Konselor Dalam Menangani
Kasus Pelecehan Seksual (Studi Deskriptif pada Pusat Pelayanan Terpadu
pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh” tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika
kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap
menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 1 Januari 2020
Yang menyatakan,




ABSTRAK

Seorang konselor yang profesional adalah konselor yang ketika menjalankan tugas
dan tanggung jawab yang diemban sudah berdasarkan standar operasional profesi
konselor. Melayani dengan sepenuh hati adalah salah satu pelayanan yang
profesional, baik buruknya kinerja seorang konselor dilihat dari hasil bagaimana
kondisi korban pasca konseling, karena adanya perubahan dari tingkat trauma,
sikap, dan perilaku klien tergantung bagaimana kinerja seorang konselor. Tujuan
dari penelitian ini yaitu secara umum untuk mengetahui kinerja konselor dalam
memberikan layanan bantuan terhadap korban pelecehan seksual, sedangkan
secara khusus untuk ‘mengetahui banyaknya klien pelecehan seksual yang
ditangani dalam tiga tahun terakhir, untuk mengetahui Kkriteria kasus yang
langsung ditangani oleh konselor, untuk mengetahui proses pelayanan yang
diberikan konselor, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, untuk mengetahui capaian
kinerja konselor dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan
dan melihat langsung apa yang terjadi dilapangan, dengan teknik pengumpulan
data observasi, wawancara dan dokumentasi, subjek dari penelitian ini adalah
klien pelecehan seksual, konselor, karyawan P2TP2A dan orangtua korban. Hasil
penelitian dalam penulisan ini adalah pertama banyaknya klien pelecehan seksual
dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 sebanyak tiga kasus, tahun 2017 ada 15
kasus dan tahun 2018 sebanyak 13 kasus, dengan jumlah keseluruhan 31 kasus.
Kedua kriteria kasus yang langsung di tangani tidak ada kriteria khusus, namun
semua kasus akan ditangani oleh konselor. Ketiga proses pelayanan yang
diberikan konselor sudah baik, hal ini dikarenakan konselor telah membangun
hubungan awal yang baik dengan Kklien. Keempat faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling adanya dukungan
dari keluarga, adanya fasilitas yang lengkap, sedangkan penghambatnya, klien
tidak mau menceritakan permasalahan yang dialami. Kelima capaian kinerja
konselor sudah baik, hal ini dilihat dari perubahan sikap, tingkahlaku dan perilaku
klien.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja pegawai merupakan salah satu dimensi yang dapat digunakan
untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan pegawai dalam bertahan serta
melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap organisasi dimana ia bernaung.
Para pegawai dituntut untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
dengan baik, yaitu dengan mengoptimalkan waktu bekerja, disiplin, dan jujur agar
mencapai hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi.

Salah satu lembaga yang dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal dan
terus mengevaluasi hasil kerja pegawai adalah Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, dimana pegawai
harus profesional dalam melaksanakan pekerjaan serta amanah dan tanggung
jawabnya, dengan demikian akan memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada semua klien yang yang datang ke lemabaga tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, ada kejanggalan pada
pihak konselornya, yang seharusnya konselor yang menangani kasus-kasus
tersebut adalah seorang konselor yang professional seperti yang dijelaskan oleh
Gantina Komalasari & Eka Wahyuni, konselor adalah orang yang telah memiliki
pendidikan dan pengalaman dalam membantu orang lain dan mampu mengatasi

berbagai masalah dengan berbagai level permasalahan’, akan tetapi yang terlihat

! Gantina Komalasari & Eka Wahyuni, Teori dan Teknik Konsling, (Jakarta: PT Indeks,
2011), hal. 8-10.



dilapangan sangat bertolak belakang dengan teori, dimana para konselor yang
bertugas untuk menangani kasus-kasus yang dilaporkan ke lembaga tersebut
bukanlah soerang konselor yang memang lulusan atau sudah menempuh jenjang
pendidikan di bidang konseling itu sendiri, melainkan konselor tersebut ada yang
merupakan lulsan llmu Hukum, Sosiologi, bahkan ada yang lulusan matematika.
Kejahatan pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran atas
kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara
melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau
merupakan masalah global®. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual
bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau
rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya
sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.
Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses
pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada
kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-
laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan
martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap
perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki,
namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.
Korban pelecehan seksual memiliki kemungkinan mengalami stres paska
pelecehan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi

dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska

2 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,
Bandung, 1995, hal. 103.



pelecehan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah,
dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu
yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki
rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan,
dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.?

Konselor profesional merupakan orang yang sangat berperan dalam
menangani kasus pelecehan seksual, karena konselor baru bisa dikatakan sudah
berhasil menangani kasus pelecehan seksual apabila korban pelecehan seksual
tersebut sudah pulih kembali dari tingkat traumanya. Karena banyak kita lihat
sekarang yang jadi seorang konselor itu bukanlah seorang lulusan dari bidang
konseling itu sendiri, melainkan banyak yang dari lulsan ekonomi, matematika,
sosiologi, bahkan dari jurusan lain yang berbelok dari arah konseling. Maka
tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja
konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual, apakah seorang konselor
tersebut sudah melakukan konseling dengan baik terhadap klien kasus pelecehan
seksual tersebut.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A)
memiliki satu instansi yang berperan dalam menangani korban kekerasan seksual
pada anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pembrdayaan Perempuan dan Anak
memiliki unit layanan bimbingan dan konseling ksusus menangani korban

pelecehan seksual.

¥ Hartono & Boy Soedarmadiji, Psikologi Konseling, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 73



Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini terkait dengan
“Kinerja Konselor dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual pada P2TP2A
Provinsi Aceh” hal ini penting dilakukan mengingat begitu banyak korban kasus
pelecehan seksual yang terjadi sekarang ini yang sudah ditangani oleh konselor di

pusat pelayanan ini.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah secara
umum adalah bagaimana kinerja konselor dalam memberikan layanan bantuan
terhadap korban pelecehan seksual pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh. Sedangkan secara khusus
masalah ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu :
1. Berapa banyak klien pelecehan seksual yang sudah ditangani dalam tiga
tahun kebelakang oleh P2TP2A Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di P2TPA
Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana proses pelayanan yang diberikan konselor dalam menangani
klien kasus pelecehan seksual ?
4. Apa aja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan
bimbingan konseling di P2TP2A Provinsi Aceh ?
5. Bagaimana capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan kasus

pelecehan seksual ?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja
konselor dalam memberikan layanan bantuan terhadap terhadap korban
pelecehan seksual. Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah untuk
mengetahui :
1. Banyaknya Kklien pelecehan seksual yang ditangani dalam tiga tahun
kebelakang oleh P2TP2A Provinsi Aceh.
2. Kiriteria kasus yang langsung di tangani oleh konselor di P2TPA Provinsi
Aceh.
3. Proses pelayanan yang diberikan konselor dalam menangani klien kasus
pelecehan seksual.
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan
bimbingan konseling di P2TP2A Provinsi Aceh.
5. Capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan

seksual.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk pribadi peneliti, terutama dapat mengasah
kemampuandalam membuat skripsidan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang
harus dilakukan sesuai dengan metode-metode ilmiah sehingga dapat
menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar serta dapat dipertanggung
jawabkan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat bergunauntuk
pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penelitian, sebagai rujukan dan dapat

menjadi tambahankoleksi karya ilmiah di bagi kepustakaan.



Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu
secara teoritis dan praktis. Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan
dapat memeberi sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan
dan menemukan hasil penelitian seterusnya yang lebih efektif. Dan untuk
menambah wawasan dan pengetahuan bagi konselor serta meningkatkan proses
bimbingan terhadap korban kasus pelecehan seksual. Kedua, secara praktis
penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya jurusan Bimbingan dan
Konseling Islam dan konselor dalam memberikan bimbingan terhadap korban
pelecehan seksual serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

menyikapi berbagai permasalahan di kalangan korban pelecehan seksual.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan variabel dalam penelitian
ini, maka perlu merumuskan definisi operasinal tentang kinerja konselor dalam
menangani kasus pelecehan seksual pada Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh menjadi dua variabel penelitian

yaitu :

1. Kinerja konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual
a. Kinerja
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam sustu organisasi, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing



dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hukum dan sesuai norma maupun etika.*

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas
maupun mutu. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun
kelompok. As’ad memberikan pengertian kinerja sebagai hasil yang dicapai
seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.’

Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan
organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya, yang dapat diukur dari
tingkat produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan
akuntabilitas yang mana ukuran-ukuran ini akan diterapkan pada pengukuran
kinerja organisasi yang dicapai.’

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja
yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

b. Konselor
Konselor adalah orang-orang yang dilatih untuk membantu orang lain

untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan
mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mampu membuat mereka
mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Seorang konselor harus mampu

menciptakan suasana yang membuat klien merasa santai, tidak takut, merasa aman

* Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. ( Jakarta: Rajawali Pers,2013)
him 13.

® Rivai Veithzal Zainal dkk, The Economics of Education; Menggelola Pendidikan
Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis,(Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2014).him 274.

® Nogi Hessel S. Tangkilisan Manajemen Publik, (Jakarta : PT Grasindo, 2005). HIm 178



dan bebas mengungkapkan perasaan dan pertanyaan yang ada didalam hatinya
untuk didiskusikan.”

Menurut kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, Konselor adalah tenaga
yang telah terdidik secara formal dalam bidang konseling pada tingkat universitas
dan mempunyai kemampuan untuk membantu konseli/klien dalam memecahkan
masalahnya melalui proses konseling. Konselor adalah tenaga pendidikan yang
berkualifikasi khusus yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.®

Dari beberapa definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
konselor adalah tenaga ahli yang sudah menempuh jenjang pendidikan dan sudah
dilatih di bidang konseling, yang bertujuan untuk membantu individu dalam

menyelesaikan permasalahannya.

c. Kasus Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan atau perbuatan amoral yang dilakukan
oleh orang-orang yang tidak bermoral dan berakal budi utuk kepuasan mereka
sendiri tanpa memedulikan atau menghirakan dampak buruk akibat perbuatan
mereka.® Dari segi hukum, pengertian perbuatan cabul (pelecehan seksual) adalah
perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu
seksual diluar pernikahan termasuk persetubuhan.’® Pelecehan seksual adalah

segala tindakan seksual yang tidak diingankan, permintaan untuk melakukan

® Thantawi, Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, (Jakarta:PT Grasindo.2005) .him
58.

® Surbakti,Questions & Answer Teenagers, ( Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2011).
HIm 96

19 M.Yusuf Janafiah dan Amri Amir, Etika Kodokteran & Hukum Kesehatan, (Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran,1999), him 175



perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual,
yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi.**

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas penulis dapat
meyimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang
mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang
terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang
dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Kkinerja konselor dalam
menangani kasus pelecehan seksual adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
tenaga yang ahli dalam bidang konseling (konselor) dan mempunyai kemampuan
untuk membantu klien khususnya kasus pelecehan seksual yang ada di lembaga
P2TP2A dalam memecahkan masalahnya melalui proses konseling dengan tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)

P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak. P2TP2A adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang
memberikan Kkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam
rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pelayanan

terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.*?

™ http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/plecehan-
seksual/pelecehan-seksual, diakses pada taggal 17 maret 2019 .pkl 16:39.

2 Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Aceh.


http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/plecehan-seksual/pelecehan-seksual
http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/plecehan-seksual/pelecehan-seksual
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P2TP2A merupakan lembanga layanan pemerintah dibawah dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak Aceh yang berfungsi untuk
melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP)dan korban kekerasan
terhadap anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan
dan anak korban kekerasan. P2TP2A Aceh lahir pada tanggal 22 juli tahun 2003
dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan
anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran,

eksploitasi, KDRT, dll.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian sebelumnya membahas tentang “Layanan
Pendampingan Sosial Terhadap Korban KDRT (Studi Deskiptif Analisis tentang
Kinerja Pendamping sosial pada P2TP2A Provinsi Aceh)”, karya Nanda Ayu
Setiana. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa layanan pendamping sosial
terhadap korban KDRT pada pusat P2TPA2 Provinsi Aceh sudah sangat bagus
dan tersistem dan banyak membantu para korban KDRT. Berdasarkan kesimpulan
diatas belum ditemukan karya yang mengkaji tentang Kinerja Konselor dalam
Menangani Kasus Pelecehan Seksual pada P2TP2A, walaupun tempat penelitian
yang ditjukan sama.

Kedua, penelitian sebelumnya membahas tentang “Metode Konseling
dalam Pendampingan Anak Korban Pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten
Pringsewu”, karya Homsatun mahasiswi prodi Bimbingan dan Konseling Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode konseling apa yang
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digunakan dalam pendampingan anak korban pelecehan seksual oleh P2TP2A
kabupaten Pringsewu. Jadi sangat jelas letak perbedaan yang penulis lakukan.
Ketiga, penelitian sebelumnya membahas tentang “Penanganan
Perempuan Korban Kekerasan Seksualdi Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota
Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”, karya Siti Umi Nafisah
mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini
dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh PPT SERUNI kota
Semarang, dengan menggunakan perspektif Bimbingan Konseling Islam. Jadi

sangat jelas dimana letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika
sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional,
kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Bab dua,
akan dikemukakan kajian teoritis dimana didalamnya mengenai variabel
penelitian yang digunakan meliputi variabel satu kinerja konselor di P2TP2A dan
variabel dua kasus pelecehan seksual. Bab tiga membahas tentang metodelogi
penelitian yang akan digunakan pada saat melakukan peelitian, seperti metodologi
penulisan, lokasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab empat menjelaskan tentang hasil gambaran umum lokasi penelitian yaitu

P2TP2A, dan hasil penelitian. Dan yang terakhir bab lima penutup meliputi:
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kesimpulan dan saran. Penulis akan mencoba mengumpulkan apa-apa yang telah
penulis kemukakan serta membuat kesimpulan dan saran supaya dapat
mengaplikasikan apa yang menjadi hasil penelitian ini, dengan kerja keras dan
melakukan berbagai terobosan-terobosan yang baik dan benar.

Sedangkan tata cara penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman
penuh pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013 dan arahan dari pembimbing.
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LANDASAN KONSEPTUAL
KINERJA KONSELOR DAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Konsep Kinerja Konselor
Dalam sub bahagian ini ada dua aspek yang akan dibahas secara konsep

yaitu: (1) konsep kinerja dan (2) konsep konselor.

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Michael Amstrong menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari
tingkah laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah
laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan
pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.'BerikutBeberapa
pengertian Kinerja menurut beberapa pakar, yaitu Anwar Prabu Mangkunegara
menyatakan, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 2 Amabar Teguh
Sulistiyani dalam (Rismawati dan Mattalata 2003), kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil

kerjanya.Barry Cushway (2002) dalam (Rismawati dan Mattala2003) kinerja

! Michael Amstrong, Manajemen Sumber Daya Manusia, terj.Sofyan dan Haryanto,
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), him 15.

2 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), him 164.

*Rismawati dan Mattalata, Evaluasi Kinerja (penilaian kinerja atas dasar prestasi kerja
berorientasi kedepan).(Celebes media perkasa,2003).hlm 17

13
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adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target
yang telah ditentukan.* Menurut John Witmore dalam Coaching for Performance
(1997), kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang ditutut dari seseorang atau
suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan.’Selanjutnya
Sudarmayanti menyatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan
tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target atau sasaran dan kriteria tertentu yang telah diterapkan terlebih dahulu dan
telah disepakati bersama. Selain itu kinerja merupakan penampilan hasil kerja
baik secara kualitas dan kuantitas. Kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa
dimensi yaitu: (1) sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasilakan.
(2) adalah prosesnya, yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai
seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya. (3) adalah aspek
konstektual, yaitu penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya.®

Berdasarkan beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan bahwa
kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada
pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu istansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan serta mengetahui

dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

*Ibid...
®Ibid...hlm18

®Sudarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung: Mandar Maju, 2001), him
39.
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b. Penilaian Kinerja Petugas

Menurut Hasibuan, penilaian kinerja adalah kegiataan manajer untuk
mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan
selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian Kkesetiaan,
kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai.’

Sedangkan menurut Veitzal Rivai dan Basri, penilaian kinerja merupakan
suatu proses untuk menetapkan pemahaman bersama tentang apa yang akan
dicapai, dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang
dengan cara peningkatan dimana peningkatan tersebut itu akan dicapai didalam
waktu yang singkat ataupun lama.®Adapun R.L Mathis dan J.H Jackson,
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penilaian kinerja (performance
appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan
pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan.® Sedangkan menurut
Handoko, penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kotribusi dari
individu dalam organisasi. Hani Handoko menyebutkan nilai penting dari
penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas
kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawabnya.™

"Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber daya manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),
him 87.

®Veitzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal...., hal. 66.
°R.L Mathis dan J.H Jackson, Human Resource Management..., hal. 382.

19 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua,
(YYogyakarta: BPFE-UGM,2000), hal. 11.
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Jadi secara umum dapat didefinisikan bahwa penilaian kinerja tersebut
adalah sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan stadar kualitas maupun kuantitas
yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Penilaian kinerja pegawai mutlak harus
dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja merupakan
sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah sesorang karyawan
telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan
pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya tetapi
meliputi berbagai hal, seperti kemampuan Kkerja, disiplin, hubungan Kkerja,
prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level

pekerjaan yang dijabatinya

c. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Veitzal Rivai dan Basri, adapun tujuan dari diadakannya
penilaian kinerja secara umum adalah™; (1) meninjau ulang kinerja masa lalu (2)
memperoleh data yang pasti, sistemasis dan faktual dalam penentuan nilai suatu
pekerjaan (3) memeriksa kemampuan organisasi (4) memeriksa kemampuan
individu karyawan (5) menyusun target masa depan (6) melihat prestasi seseorang
secara realistis (7) memperoleh keadilan dalam sistem pengupahan dan penggajian
yang berlaku dalam organisasi (8) memperoleh data dalam penentuan struktur

upah dan gaji sepadan dengan apa yang berlaku secara umum.

\/eitzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal..., hal. 52.
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Selanjutnya, adapun tujuan dari penilaian kinerja secara individual atara
lain sebagai berikut ** : (1) pimpinan memerlukan alat untuk membantu
karyawannya dalam  memperbaiki  Kkinerja, merencanakan pekerjaan,
mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan karier dan
memperkuat kualitas hubungan antara pimpinan dan karyawan. (2) untuk
pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan secara
individu, umpan balik kinerja, menentukan transfer dan penugasan, identifikasi
kekuatan dan kelemahan individu. (3) keputusan administratif, yang meliputi
keputusan untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau
memberhentikan karyawan, pengakuan kinerja individual, pemutusan hubungan
kerja dan mengidentifikasi yang buruk. (4) untuk menetapkan standar kinerja per
individu. (5) untuk menetapkan sasaran kinerja per individu karyawan (6) untuk
meningkatkan kinerja karyawan masa depan (7) untuk mendorong semakin
meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan organisasi (8) untuk
meningkatkan motivasi kerja, motivasi berprestasi, motivasi keberhasilan,
kepuasan Kkerja, etos Kkerja, rasa memiliki terhadap perusahaan(9) untuk
mengetahui tingkat prestasi masa lalu dan potensi ke depan(10) sebagai sarana
penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi atau pekerjaan(11)
sebagai salah satu alat menjaga tingkat kinerja, sebagai contoh dengan mendeteksi
penurunan kinerja sebelum menjadi serius dan mengambil langkah-lagkah
korektif(12) untuk mengetahui efektifitas kebijakan sumber daya manusia, seperti

seleksi dan rekrutme, pelatihan dan analisis pekerjaan(13) untuk menghilangkan

2|pid..., hal. 54
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hambatan-hambatan agar kinerja menjadi lebih baik (14) mengembangkan dan
menetapkan kompotensi kerja (15) untuk memperoleh data yang pasti, sistematis
dan faktual dalam penentuan nialai sesuatu pekerjaan (16) utuk memperoleh
keadilan dan sistem pengupahan (17) menghilangkan dan mengurangi keluhan
karyawan(18) untuk mempertegas dan memperjelas tugas pokok, fungsi, kegiatan,

wewenang dan tanggungjawab satuankerja dalam organisasi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Suryadi Prawirosentono menyebutkan ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan®, yaitu :

1) Efektivitas dan efisien. Bila suatu tujuan tertetu akhirnya bisa dicapai,
kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila
akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari
hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun
efektif diamakan efesien. Sebalikya, bila akibat yang dicari-cari tidak
penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien.

2) Otoritas (wewenang) adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah
dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota
organisasi kepada aggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan
kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

BSuryadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan, ( Yogyakarta: BPFE, 1999),
hal. 27.
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Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi,
disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam
menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dia bekerja.

Inisiatif, yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam
membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan

tujuan organisasi.

Menurut Rober Bacal ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kinerja', yaitu:

1) Faktor Kemampuan (ability)

2)

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) kemampuan reality (knowledge dan skill).
Artinya pegawai yang memiliki 1Q diatas rata-rata (110-120) dengan
pendidikan yang memadai dengan jabatannya dan terampil dalam
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai
kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan
pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Faktor Motivasi (motivation)

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi
yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan

kerja.

“Robert Bacal, Performance Management. (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2002),

hal. 9.
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3) Faktor Strategi(strategic)
Strategi merupakan suatu betuk sasaran dari kinerja untuk dapat
mengetahui dan mengukur sejauh mana keberhasilan pegawai dalam
melaksanakan pekerjaanya dengan susunan strategi yang dimilikinya.
Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, faktor-faktor tersebut merupakan
salah satu bentuk sasaran Kinerja yang brtujuan untuk mengetahui bagaimana
perkembangan yang diperoleh oleh seorang konselor dalam melakukan

tugasnya.

e. Indikator kinerja karyawan
Stephen P.Robbins menyatakan indikator untuk mengukur Kinerja
karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu:™

1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap
kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
ketempilan dan kemampuan karyawan.

2) Kuantitas. Merupaka jumlah yang dihasilkan dinyataka dalam istilah
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3) Keterampilan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada
awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

>Stephen P.Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 260.
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4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi
(tenaga, uang, tekhnologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud
menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya
akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.

6) Komitmen Kkerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan
mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab
karyawan terhadap kantor.

Selain itu, menurut Prawirosentono, ada beberapa hal yang dapat

digunakan sebagai indikator penilaian kinerja ( performance appraisal ), antara

lain®®:

1)

2)

3)

4)

Pengetahuan yang Dimiliki. Pengetahuan seorang karyawan mengenai
pekerjaan sangat penting karena menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Ketepatan Waktu. Apakah seorang karyawan mampu membuat
perencanaan dan jadwal pekerjaannya. Hal ini akan sangat mempengaruhi
ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan hasil pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab seorang karyawan.

Kualitas Pekerjaan. Apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu
pekerjaan yang disyaratkan perusahaan kepadanya.

Kecepatan dalam Menyelesaikan Pekerjaan. Apakah karyawan mengetahui

standar mutu produktivitas perusahaan. Hal ini berkaitan dengan mutu

'8 https://www.linovhr.com/indikator-penilaian-kinerja-karyawan/
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pekerjaan dan kecepatan karyawan menyelesaikan suatu pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya.

Pengetahuan Teknis Seputar Pekerjaan. Apakah karyawan memiliki
pengetahuan teknis tentang pekerjaan yang menjadi tugasnya, karena hal
ini juga berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Self Confifence. Seberapa jauh karyawan memiliki ketergantungan
terhadap karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena hal ini
berkaitan dengan kemandirian (self confidence) seseorang dalam
melaksanakan pekerjaan.

Kemampuan Menyesuaikan Diri. Apakah karyawan memiliki kebijakan
(judgment) yang bersifat naluriah yang dimiliki oleh seseorang karyawan
yang mempengaruhi kinerjanya, karena dia mempunyai kemampuan
menyesuaikan dan menilai tugasnya dalam menunjang visi dan misi
perusahaan.

Komunikasi Antar Karyawan. Kemampuan berkomunikasi karyawan, baik
terhadap sesama rekan maupun kepada atasannya.

Kerjasama Tim. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan
karyawan lain. Hal ini sangat berperan dalam menentukan kinerja

karyawan tersebut.

10) Kemampuan Menyampaikan lIde. Kehadiran dalam mengikuti rapat (

Meeting ) yang disertai dengan kemampuan menyampaikan gagasan atau



23

pendapat kepada orang lain, Tentunya hal ini akan mempunyai nilai
tersendiri dalam penilaian kinerja seorang karyawan.

11) Kemampuan Mengatur Pekerjaan. Kemampuan karyawan dalam
mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk membuat
jadwal kerja. Secara umum hal ini mempengaruhi Kinerja seorang
karyawan.

12) Kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor yang harus dinilai dalam
kinerja terutama bagi karyawan yang berbakat “memimpin” sekaligus

memobilisasi dan memotivasi teman-temannya untuk bekerja lebih baik.

13) Kemampuan Mengembangkan Diri. Apakah seorang karyawan memiliki
minat untuk memperbaiki kemampuan diri sendiri yang menjadi faktor
lain menilai kinerja seorang karyawan.

14) Disiplin llmu. Faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki
karyawan dengan penempatan pada bidang kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa untuk mengukur sebuah kinerja seoarang karyawan apakah sudah berhasil
dilakukan dengan baik atau tidak maka sangat perlu diketahui indikator penilaian

kinerja karyawan tersebut.

2. Konselor
a. Pengertian Konselor
Gantina Komalasari & Eka Wahyuni menyebutkan konselor adalah orang
yang telah memiliki pendidikan dan pengalaman dalam membantu orang lain dan

mampu mengatasi berbagai masalah dengan berbagai level permasalahan.
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Konselor adalah pihak yang memberikan bantuan. Asosiasi Bimbingan Konseling
Indonesia (ABKIN) menyepakati penyebutan konselor sebagai pihak yang
membantu. Hal ini terdapat pada Keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan
dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) No: 010 tahun 2006 tentang menetapkan
kode etik bimbingan dan konseling. Dalam kode etik ini konselor diwajibkan
memiliki kualitas yang trdiri dari: nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan
wawasan dan memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai
konselor."

Konselor menurut Shertzer dan Stone, sebagaimana dikutip oleh Singgih
D. Ahmadi, adalah kunci untuk memprakarsai dan mengembangkan interaksi
dalam konseling.**Menurut Andi Mappiare AT, konselor merujuk pada orang
yang menyediakan bantuan. ® Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka,
konselor adalah orang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada
orang lain yang menghadapi masalah atau orang yang berkemampuan memberi
khidmat konseling.zoMenurut Abubakar Baraja, konselor adalah sesorang yang
sudah cukup terlatih (profrsioal) dalam bidang psikologi dan konselinguntuk

membantu orang lain agar memahami permasalahan yang mereka hadapi,

YGantina Komalasari & Eka Wahyuni, Teori dan Teknik Konsling, (Jakarta: PT Indeks,
2011), hal. 8-10.

8Singgih D. Gunarsa, Konseling dan Psikoterapi, cet ke 8, (Jakarta: PT BPK Gunung
Mulia, 2009), him 65.

YAndi Mappiare AT, Pengantar Konseling dan Psikoterapi, cet ke 7, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), hal. 6.

®Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Edisi ke Tiga, (Kuala Lumpur. 2002), him
588.
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mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mampu
membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Seorang
konselor harus mampu menciptakan suasana yang mengungkapkan perasaan dan
pertanyaan yang ada didalam hatinya untuk didiskusikan.?*

Rogers megatakan bahwa konselor harus memiliki kepribadian yang lebih
daripada teknik konseling itu sendiri. Menjadi konselor yang baik, yaitu konselor
permasalahan yang dihadapinya serta mengetahui seberapa berpengaruhnya
edukasi yang telah disampaikan, serta mengevaluasi perasaan serta perubahan
yang didapatkan setelah klien melakukan konseling.?®

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman dan wawasan
dalam bidang bimbingan dan konseling serta memperoleh pengakuan atas
kewenangan sebagai konselor dalam membatu permasalahan yang dihadapi oleh

kliennya.

b. Tujuan Konselor
Robert mengemukakan bahwa dalam melakukan proses konseling,
konselor sebagai orang yang memberikan bantuan kepada individu yang
membutuhkan bantuan konselor dalam menyampaikan masalah yang dihadapi
individu tersebut. Adapun tujuan konselor secara umum terdiri dari tujuan

pengembangan, preventif, fisiologis dan psikologis.

! Abubakar Baraja, Psikologi Konseling dan Teknik Konseling, cet ke 1, ( Jakarta Timur:
Studia Press, 2004), hal. 11.

22Abrori dan Mahwar Qurbanlah, Buku Ajar Infeksi Menular Seksual, (Pontianak: UM
Pontianak Pers, 2017), hal. 89.
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1) Tujuan perkembangan: klien dibantu untuk meningkatkan potensinya
mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara sosial,
personal, emosi, kognitif, dan kesejahteraan fisik.

2) Tujuan preventif: konselor membantu klien menghidari sejumlah hasil
yang tidak diinginkan.

3) Tujuan fisiologis: mencapai fondasi dasar pemahaman dan kebiasaan
untuk kesehatan yang terbaik.

4) Tujuan psikologis: psikologis membantu pengembangan keahlian
interaksi sosial yang baik, kontrol emosi dalam belajar, pengembangan
konsep diri yang positif dan lain-lain.?®

Tujuan konselor menurut S.Narayana Rao, sebagaimana dikutip oleh Andi

Mappiare AT, mengatakan bahwa konselor mempunyai tujuan memahami tingkah
laku, motivasi-motivasi dan perasaan konseli. * Tujuan konselor adalah
mengarahkan masalah klien kedalam permasalahan dan penyelesaiannya, yaitu
dengan wawancara untuk mengetahui sumber masalah.?

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

tujuan konselor adalah membantu atau mengarahkan permasalahan yang dihadapi
klien yang mencakup tingkah laku, motivasi dan perasaan klie agar klien yang

dibantu dapat meningkatkan potensinya dalam mengantisipasi pertumbuhan dan

Robert L. Gibso & Marianne H. Mitchell, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), hal. 239.

# Andi Mappiare At, Pengantar Konseling dan Psikoterapi, Ed. 2, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011), hal.46.
Abubakar Baraja, Psikologi Konseling dan Teknik Konseling..., Hal. 3.
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perkembangan dirinya secara pribadi, sosial, emosi, kognitif dan kesejahteraan
fisik.
c. Peran Konselor

Gerald Corey menyatakan individu yang memiliki wewenang dalam
membatu masalah orang lain, maka ia harus menjalankan perannya sebagai orang
yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam proses konseling. Adapun
peran konselor adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran,
keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan
secara realitis serta dalam memperoleh kendali atas tingkah laku yang impulsive
dan irasional. ®® Peran konselor menurut Krasner, sebagaimana dikutip oleh
Namora Lumongga Lubis, adalah sebagai penguatan bagi kliennya.?’

Peran konselor menurut Bruth ‘dan Robinson Ill, sebagaimana dikutip
oleh Jeanette Murad Lesmana, menyatakan bahwa konselor mempunyai lima
peran generik yaitu sebagai konselor, kosultan, agen pengubah, agen prevensi
primer dan sebagai menajer®.

1) Peran sebagai konselor, untuk mencapai saran intrapersonal dan
interpersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan,

membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk

?® Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan psikoterapi, (Bandung: Refika
Aditama, 2009), hal. 39.

2" Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling, ( Jakarta: Kencana,
2011), hal. 170.

%8 Jeanette Murad Lesmana, Dasar-Dasar Konseling, ( Jakarta: Ul Press, 2005), hal. 91-
92.
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perubahan dan pertumbuhan, meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan.

Sebagai konsultan, agar mampu bekerja sama dengan orang-orang lain
yang mempengaruhi kesehatan mental klien.

Sebagai agen pengubah, mempunyai dampak atau pengaruh atas
lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien

Sebagai agen prevensi primer, mencegah kesulitan dalam
perkembangan dan coping sebelum terjadi penekanan pada strategi
pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh
keterampilan coping yang meningkatkan fungsi interpersonal

Sebagai manajer, untuk mengelola pelayanan multifaset yang berharap
dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah

dideskripsikan sebelumnya.

Peran konselor menurut M. Jamil Yusuf adalah sebagai pendamping klien

untuk meneguhkan kesadaran dan komitmen yakni: membina hubungan
silaturrahmi, menumbuhkan kesadaran klien, membangkitkan kesedihan klien
membuka diri dan masalah-masalahnya, menumbuhkan motivasi klien untuk
bersedia mengikuti proses konseling, membina partisipasi klien menemukan
alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya, membangun sikap optimis klien

dalam meerima konsekuensi-konsekuensi berserah diri kepada Allah.?

Berdasarkan beberapa pedapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran

konselor adalah membantu klien agar mampu meneguhkan kesadaran serta

29 M. Jamil Yusuf, Model Konseling Islami, (Banda Aceh: Arrairy Perss, 2012), hal. 193.
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komitme dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mampu membangun
hubungan dengan klien serta memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan

pertumbuhan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

d. Fungsi Konselor
Adapun fungsi konselor menurut M. Andi Setiawan adalah membangun
suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan konseli. Konselor diharap
dapat membangun hubungan konseling yang bisa membantu konseli dalam
mendapatkan kemerdekaan untuk mengeksplorasi area-area hidup sekarang
diingkari atau didistorsinya. Dengan demikian, konseli diharapkan dapat lebih
terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam dirinya maupun

dilingkungan sekitarnya.*

e. Karakteristik Konselor
Konselor merujuk pada orang yang sudah berpengalaman dan profesional
dalam bidang bimbingan dan konseling, menjadi konselor maka harus mempunyai
karakteristik sebagai berikut: karakteristik konselor menurut Virginia Statir,
sebagaimana yang dikutip oleh sofyan S.Willis**, yaitu:
1) Resource Person, artinya konselor adalah orang yang banyak
mempunyai informasi dan senang memberikan dan menjelaskan

informasinya

% M.Andi Setiawan, Pendekatan-pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi),
(‘Yogyakarta:DEEPUBLISH,2018).him 86.

31 Sofyan S.Willis, Konseling Individual Teori dan Praktik, cet ke 6, (Bandung:
Alfabeta,2011), hal.79.
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2) Model Of Communication yaitu bagus dalam berkomunikasi dan
mampu menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang terampil.

Menurut Murad, ada empat karakteristik konselor yaitu: karakteristik

kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman®.

1) Karakteristik kepribadian
Karakterisrik kepribadian konselor dapat dikelompokkan menjadi
karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum yaitu berkaitan
dengan kedudukan konselor sebagai tenaga pendidik dan karekteristik
khusus berhubungan kualitas pribadi yang dapat memperlancar
perannya sebagai helper (pembimbing).Karakteristik kepribadian
konselor secara umum menurut Sukarti, sebagaimana dikutib oleh
Hartono & Boy Soedarmadji yaitu: (1) Beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang maha Esa, hendaknya tampil dalam perilaku keseharian
dalam memperlakukan konseli.(2) Menghargai harkat dan martabat
manusia dan hak asasinya, serta bersikap demokratis.(3) Menampilkan
nilai, norma dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia.(4) Integritas
kepribadian dan kemtangan emosional. Seorang koselor hendaknya
memiliki kepribadian yang utuh, sehingga ia tidak mudak terpengaruh
dengan suasana yang timbul pada saat konseling. (5) Cerdas, kreatif,
mandiri dan berpenampilan menarik. la juga harus dapat menarik hati
konseli karena banyak konseli yang sebelumbertemu dengan konselor

sudah mempunyai pandangan negatif terhadapnya. (6) Berpandangan

%2Jeanette Murad Lesmana, Dasar-Dasar Konseling...,hal. 57-62.
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positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual,
bermoral, individual dan sosial. Konselor tidak boleh memandang
konseli bukan sebagai makhluk yang dapat diperlakukan semena-mena
sesuai rasa senang konslor.

Karakteristik pengetahuan terdiri dari tiga aspek vyaitu: aspek
psikologi, konseling dan pedidikan. (1) Aspek psikologi, konselor
memiliki pengetahuan dan pemahaman luas tentang dinamika perilaku
dan perkembangan individu yang meliputi motif yang mendasari
tingkah laku, tujuan tingkah laku, dinamika tingkah laku, teori-teori
perkembangan, tahap-tahap perkembangan, perbedaan individu,
dinamika kepribadian, prilaku abnormal, keberbakatan, dan kreatifitas.
(2) Aspek konseling, konselor memiliki pengtahuan dan pemahaman
luas tentang model-model konseling. (3) Aspek pendidikan, konselor
mempunyai pengetahuan dan pemahaman luas tentang hubungan
pendidikan yang di dalamnya terlibat unsur-unsur pendidik dan peserta
didik, suasana pendidik alat-alat pendidikan mencakup kewibawaan,
kasih sayang, keteladanan, pemberian penguatan dan tindakan tegas
yang mendidik.

Karakteristik keterampilan

Konselor memiliki keterampilan (skill) yang memadai dalam
memberikan pelayanan konseling. Keterampilan konselor ini meliputi:
keterampilan dalam menciptakan dan membina hubungan konseling

kepada konseli, keterampilan dalam menerapkan wawancara
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konseling baik itu keterampilan penampilan, membuka percakapan,
mengidentifikasi perasaan dan sebagainya.

Karakteristik pengalaman

Hartono menyatakan konselor harus memerlukan pengalaman kerja
yang cukup dalam menjalankan praktik konseling baik di settig
sekolah maupun di luar sekolah.**Karakteristik pengalaman menurut
Carl Rogers, sebagaimana dikutup oleh Jeanette Murad Lesmana,
menyebutkan tiga karakteristik utama yang harus dipunyai oleh
seorang konselor yang terlibat dalam hubungan membantu yaitu: (1)
Kongruensi (congruence), Konselor harus paham tentang dirinya
sendiri, berarti pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi. la
harus memahami bias-bias yang ada dalam dirinya, prasangka-
prasangka yang mewarnai pikirannya serta mampu membuat
perbedaan antara dirinya dan orang lain. (2) Penerimaan tanpa syarat
(unconditional positive regard), Konselor harus menunjukkan sikap
penerimaan atau respek kepada klien. la harus dapat menerima bahwa
orang-orang yang dihadapinya mempunyai nilai-nilai  sendiri,
kebutuhan-kebutuhan sendiri yang lain dari pada yang dimiliki
olehnya. Acepptance bersifat tidak menilai, dalam arti konselor
bersikap netral terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh klien. (3)
Empati (mpathy) yaitu memahami orang lain dari sudut kerangka

berfikir orang lai tersebut, empati yang dirasakann harus

65.

*Hartono & Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 51-
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diekspresikan, dan orang yang melakukan empati harus orang yang
“kuat”, ia harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri, tetapi ia
tidak boleh pula berlarut didalam nilai orang lain.*

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor yaitu beriman dan
bertakwa kepada Allah, kongruensi, penerimaan dan empati. Sikap ini harus dapat
meerima bahwa orang yang dihadapinya mempunyai nilai-nilai, kebutuhan-
kebutuhan sendiri yang tidak sama dengan konselor. Konslor hanya memfasilitasi

perubahan, tetapi tidak punya hak untuk menetukan kehidupan orang lain.

f. Masalah Konselor
Konselor merupakan manusia biasa, meskipun ia seorang yang profesional
dalam bidang konseling, namun ia juga menghadapi berbagai masalah dalam
menjalankan proses konseling. Masalah-masalah konselor menurut Cavanagh,
sebagaimana dikutip oleh Jeanette Murad Lesmana® yaitu:
1) Kebosanan, konselor mengambil jarak dari klien, makin lama makin
menjauh.
2) Penderitaan, konselor juga merasakan frustasi yang medalam bila sudah
merasa sudah melakukan segalanya bagi kliennya, tetapi kliennya ini
menghetikan konseling sebelum waktunya dan mengatakan konselor

tidak banyak membantu.

%4 Jeanette Murad Lesmana, Dasar-dasar Konseling...,hal. 62

®1bid...hal. 71-78.
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3) Terminasi konseling, berapapun sesi konseling yang terjadi, pada suatu
waktu akan berakhir dalam salah satu dari tiga cara ini yaitu: bila
sasaran konseling telah tercapai, klien secara prematur ingin
menghentikankonseling, konselor ingin menghentikan konseling
meskipun klien ingin melanjutkan.

Menurut Cavanagh, sebagaimana dikutip oleh Namora Lumongga Lubis
masalah yang dihadapi konselor® yaitu:

1) Hostilitas, dalam proses konseling, klien menunjukkan hostilitasnya
kepada konselor. Konselor harus dapat menerima hal ini sebagai bagian
dari pihak yang membantu klien dan dapat menerima klien apa adanya.
Adapun sumber hostilitas yaitu: untuk menutupi kekuatan yang
mendalam, berasal dari frustasi, konselor dianggap simbolisasi konflik
intrnal atau eksternal klien, adanya tekanan yang sangat intens.

2) kesalahan-kesalahan konselor, dalam proses konseling konslor juga
mengalami masalah dalam melakukan pengukuran atau tidak dapat
memahami dengan tepat pendekatan apa yang seharusnya paling tepat

dalam menangani klien.

B. Konsep Penanganan Kasus Pelecehan Seksual
Surbakti mengemukakan pelecehan seksual adalah tindakan atau
perbuatan amoral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan

berakal budi untuk kepuasan mereka sendiri tanpa memedulikan atau

**Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling..., hal. 35-37.
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menghiraukan dampak buruk akibat perbuatan mereka.®” Menurut Qanun No. 6
Tahun 2014 yang dikutip oleh Mardani tentang Hukum Jinayat, bahwa yang
dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul
yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai
korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.®

Sedangkan menurut Abdul Gaffar Ruskan pelecehan seksual tidak sama
dengan pemerkosaan, tetapi ada kaitannya. Pelecehan dapat disebabkan oleh
pemerkosaan. Makna pelecehan lebih luas, dalam konteks ini pelecehan adalah
segala yang merendahkan harga diri atau menghinakan orang lain dari segi
seksual. Pelecehan dalam makna ini termasuk mencolek atau memegang anggota
badan perempuan yang berakibat dirinya merasa terhina, apalagi penyiksaan,
pemerkosaan, dan tindakan biadab lain. Perlakuan tidak senonoh seseorang

(mungki majikan atau keluarganya) terhadap orang lain termasuk pelecehan.*

1. Perspektif Psikologi
Chakhoun mengemukakan bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan
pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk
selanjutnya.Variasi reaksi tergantung pada jenis tindakan kekerasan yang dialami
serta reaksi pribadi yang unik dari korban.Beberapa penelitian mencatat bahwa
reaksi terburuk pada perempuan bila mengalami tindakan kekerasan seksual

adalah timbulnya kondisi depresi dan gangguan patologis seperti Post-Traumatic

$"Surbakti, Questions & Answers teeagers, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2011), hal.
96.

*Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2019), hal. 137

%9 Abdul Gaffar Ruskhan, Kompas Bahasa Indonesia
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Strss Disorder atau PTSD.* Telah diuraikan bahwa tindakan kekerasan seksual
dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga penanganan yang tepat merupakan
solusi yang harus dilakukan pada korban agar reaksi fatal tersebut tidak berlarut-
larut dan dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari sgi
fisik, mental, personal, maupun social. Selama ini penanganan dititikberatkan
pada korban.Sedandkan pelaku pada umumnya diselesaikan melalui jalur hokum.
Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena
pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai Second victims.
Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun
sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak. Adapun
penangan bagi korban biasanya meliputi*:

a. Pendampingan, yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
suasana penuh nyaman, kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan,
meyakinkan adanya tindakan kekerasan, member dukungan,
menyelesaikan masalah dan merencanakan langkah selanjutnya, dan

menyiapkan korban terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya

b. Penanganan psikologis
1) Katarsis yaitu melepaskan seluruh beban perasaan dan pikiran

yang menjadi sumber strs/trauma (bercerita, mencurahkan isi

“0Chakhoun, Karen S Beverly M. Atkeson,Treatment of Rape Victims, Facilitating
Psychosocial Adjustment, Allyn and Bacon, (baston:1991).

“IHartian, Silawati, Menggagas Women'’s Crisis Center di Indonesia, (Yogyakarta: Rifka
Annisa,2001). Him 203.
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perasaan/curhat tentang kesedihan, kesengsaraan dirinya, agar ia
memahami kondisinya.

2) Debriefing: (1) melakukan pertemuan antara korban dengan
konselor/psikolog/relawan yang member bantuan. (2) dilakukan
melalui kelompok kecil atau individual. (3) teknik ini digunakan
bila korban membutuhkan arahan untuk memahami dan mengelola
reaksi emosi yang kuat dan menemukan strategi yang efektif. (4)
jumlah pertuan dapat dilakukan 2-4 kali. (5) hasil debriefing dapat
diketahui apakah korban memerlukan tenaga professional atau
tidak.

3) Pemulihan diri  (Resiliens): intinya adalah menemukan
kemampuan untuk terus bersemangat membiarkan trauma,
penderitaan ataupun masalah dapat berlalu, untuk kemudian
menjalani terus hidup ini sesuai keyakinan pribadi. Dirapkan
korban menjadi optimis dan tidak terbelenggu permasalahannya,
menerima fakta serta tetap bertanggung jawab pada tugas dan
perannya.

4) Fase pengembangan: menumbuhkan dan memelihara potensi
psikososial yang sehat dan konstruktif: resolusi konflik, kembali

bekerja/sekolah, mengembangkan hobi dan membangun relasi.*

“’Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, Informasi
Kesehatan Reproduksi; pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan,
(Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia,2000).
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2. Perspektif Sosial

Jika ada seseorang korban pelecehan seksual atau mengenal seseorang
yang mengalami pelecehan seksual, melaporkannya adalah hal pertama yang
dianjurkan untuk dilakukan. Sayangnya, ini tidak didukung oleh lingkungan
sekitarnya, atau dari orang-orang terdekatnya.Banyak korban yang merasa bahwa
dengan melaporkan kejadian tersebut, justru membuat masyarakat menghakimi
bahkan mengucilkannya. Belum lagi adanya pandangan sebelah mata oleh pihak
berwajib ketika korban di lapor.Meski demikian, langkah ini patut ditempuh
dengan menyertakan pihak berwajib dan tenaga profesional seperti tenaga medis.
Jika perlu, libatkan komunitas atau organisasi yang berkaitan dengan tindak
pelecehan seksual.Kadar stres dan penderitaan pasca trauma dapat dikurangi
secara signifikan jika korban mendapat pertolongan lebih dini. Dengan bantuan
tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, ada berbagai terapi stres pasca
trauma yang dapat dilakukan.*® Adapun langkah lain yang harus dilakukan ketika

seseorang mengalami kasus pelecehan seksual adalah*

a. Dengarkan korban dan berempatilah
Hal pertama yang harus dilakukan apabila korban pelecehan seksual
bercerita ialah mendengarkan ceritanya tanpa menyalahkan, karena
untuk menceritakan ketakutan sudah merupakan usaha besar yang

patut Kita hargai.Sudah pasti saat itu korban sedang dilanda kecemasan

3 https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3616249/ini-dia-terapi-yang-tepat-untuk-

korban-pelecehan-seksual. Diakses pada 24 Juli 2019.
4 http://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3692085/stop-menyalahkan-ini-cara-
menghadapi-korban-kekerasan-seksual.Diakses pada 24 Juli 2019.


https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3616249/ini-dia-terapi-yang-tepat-untuk-korban-pelecehan-seksual
https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3616249/ini-dia-terapi-yang-tepat-untuk-korban-pelecehan-seksual
http://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3692085/stop-menyalahkan-ini-cara-menghadapi-korban-kekerasan-seksual.Diakses
http://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3692085/stop-menyalahkan-ini-cara-menghadapi-korban-kekerasan-seksual.Diakses
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dan ketakutan.Sikap menghakimi adalah hal terakhir yang mereka
perlukan.
b. Tawarkan bantuan

Jika dirasa korban sudah tenang, ada baiknya untuk menawarkan
bantuan yang sifatnya pendampingan.Misalnya ajak ke lembaga-
lembaga yang memang memiliki kapasitas untuk membantu korban
pelecehan seksual.Tapi ingat, jangan memaksa, hargai ketakutannya,
juga keberaniannya sudah mau bercerita, menghargainya tidak dengan
menyalahkannya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan

korban.

3. Perspektif Hukum

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak
berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya.Untuk dapat disebut sebagai
perbuatan yang melanggar hokum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih
dahulu harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang
dihukum.Artinya pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan itu dapat di
pidana jika perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang, yang telah
ada sebelum perbuatan itu terjadi.Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang
merupakan azas penting dalam hokum pidana.

Banyaknya kasus kekerasan seksual membuat masyarakat menjadi takut
dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat.
Tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain

karena tindakan kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap
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norma-norma social dan hokum. Dengan demikian mereka yang melakukan
tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan
undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hokum atas kejahatan
yang dilakukannya.Tingkah laku manusia yang jahat, dan antisocial itu membuat
masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan
sangat merugikan umum.Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus
berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak
kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan
masyarakat.

Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-
lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan
lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh
mungkin. Dengan demikianuntuk dapat menanggulangi tindakan kekerasan
seksual, maka diperlukan penegakkan hokum terhadap perilaku kekerasan seksual
dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk
memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin

tindakan kekerasan seksual.

C. Konsep Pelecehan Seksual
Dalam sub bagian ini ada dua aspek yang akan di bahas secara konsep
yaitu: (1) faktor penyebab terjadinyanya pelecehan seksual dan (2) dampak

pelecehan seksual.
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1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual
Melalui pengamatan secara seksama, makaSurbakti mengemukakan
sejumlah faktorataupemicu yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelecehan

seksual. Beberapadiantaranya yaitu*:

a. Adanya stimulan/objek pelecehan
Pelecehan seksual sering terjadi oleh karena tersedia stimulan yang
mendukung dan mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut.
Stimulan tersebut, misalnya memajang foto-foto erotis didalam ruangan
yang mudah terlihat oleh setiap penghuni rumah, bacaan yang
merangsang atau membangkitkan nafsu seks, atau film-film tertentu
yang yang mengundang imajinasi seseorang mengkhayalkan seks.
Semua aspek ini membuka peluang terjadinya pelecehan seksual
didalam rumah. Anak-anak remaja pada umumnya lebih mudah
dilecehkan karena pengetahuan mereka tentang seks dan seksual
terbatas sedangkan rasa ingin tahu mereka sangat besar. Ini bisa

dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai niat melecehkan.

b. Boundaries (batasan) tidak tegas
Kurangnya ketegasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
dilakukan didalam dan di luar rumah. Seyogiyanya, harus ada batas-
batas yang tegas terhadap setiap individu penghuni rumah. Patut

diketahui, bahwa boundaries (batas) tidak sama dengan sekat.

“>Surbakti, Questions & Answers teeagers..., hal. 98.
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Hubungan kekerabatan

Hubungan yang terlampau akrab dapat menyebabkan pelecehan seksual
terhadap anak-anak remaja. Sentuhan yang awalnya karena kedekatan
atau kekerabatan, jikalau dibiarkan bisa berubah mejadi pelecehan
seksual, disengaja atau tanpa sengaja.

Keadaan rumah

Pelecehan seksual bisa terjadi karena situasi rumah yang mendukung.
Misalnya, kedua orang rua terlalu sibuk bekerja di luar rumah sehingga
anak-anak remaja mereka kurang mendapatkan perhatian dan
pengawasan. Situasi demikian, menyebabkan anak-anak remaja mereka
rentan terhadap kemungkinan pelecehan dan pelaku pelecehan merasa
aman dan melakukan aksinya.

Penampilan yang (ditafsirkan) mengundang

Banyak korban pelecehan karena penampilan atau perilaku korban
sendiri yang ditafsirkan pelaku pelecehan sebagai “mengundang”.
Misalnya: cara berpakaian, penampilan, berdandan, berbicara, berjalan,
dan sebagainya.

Situasi dan kondisi

Adanya situasi dan kondisi yang memungkinkan pelecehan seksual
terjadi, misalnya: diatas bus kota yang berdesak-desakan, di dalam
gedung bioskop, di dalam lift, di mal, pasar, rumah atau sekolah atau
tempat yang sepi dan gelap sehingga jauh dari perhatian atau pantauan

orang banyak.
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2. Dampak pelecehan seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga

yaitu:

a.

Dampak fisik

Dampak fisik yang biasa di timbulkan akibat pelecehan seksual, antara
lain adanya memar, luka, bahkan robek pada bagian-bagian tertentu.
Dampak fisik lain adalah kemungkinan penularan penyakit berupa
infeksi -menular seksual. *Jika telah terjadi pelecehan seksual yang
terbilang serius, selain mengalami sakit kepala, gangguan makan,
gangguan pencernaan (perut), gangguan tidur, sulit tidur atau terjaga
dalam waktu yang lama, dan naik turunnya berat badan, dapat pula
timbul kecenderungan buuh diri pada korban. Ini semua terjadi karena
perbuatan tersebut menimbulkan rasa bersalah pada diri sendiri yang

amat sangat.

Dampak Psikologis

Dampak kejiwaan antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap
orang tertentu atau orang asing, serta ketakutan pada tempat atau
suasana tertentu. Merasa turunnya harga diri, menurunnya kepercayaan
diri, depresi, kecemasan, rasa tidak berdaya, merasa terasing (isolasi),

mudah marah, takut, dan penyalahgunaan zat adiktif.
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Gue tau, 4 Dampak Pelecehan seksual (on-line), tersedia di:

http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual.html. (05 april 2019).



http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual.html.%20(05
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c. Dampak sosial
Dampak sosial yang dialami korban terutama akibat stigma atau
diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan
diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang
rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa
tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul
bersama teman-temannya.*’
D. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
P2TP2A adalah lembaga masyarakat yang memberikan kontribusi
terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi

perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

1. Program Kegiatan P2TP2A
Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah
lembaga berbasis masyrakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati
perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun non pemerintah. Dalam

melakukan tugasnya, P2TP2A mempunyai program layanan antara lain:

“"Ibid, hal. 13.
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a. Layanan cegah kekerasan

Layanan ini merupakan kegiatan P2TP2A vyang bertujuan untuk
mencegah terjadinya tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.
Pelatihan pendampingan korban kekerasan pada tokoh masyarakat, tokoh agama,
dan bberapa perwakilan organisasi wanita, dialog interaktif melalui radio, media
cetak dan penguatan kelembagaan, layanan telepon sahabat dan konsultasi melalui
jejaring sosial.

Menurut PERBUP kota Banda Aceh No. 01 Tahun 2010, tugas Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah “memberikan
pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi,
fasilitasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian
permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak”. Berdasarkan paparan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Layanan Advokasi korban

Layanan ini merupakan kegiatan pendampingan terhadap korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban kekerasan anak, perbuatan
anak, anak terlantar, dan Anak Brhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan
yang dilakukan ada dua, yaitu Litigasi dan Non litigasi. Litigasi yaitu apabila
korban menempuh jalur hukum, P2TP2A akan mendampingi korban saat
pelaporan, mencari pengacara, membuat BAP, rawat inap di rumah sakit, hingga
saat proses hukum di pengadilan. Selain itu P2TP2A juga melakukan dampingan

psikologis, spiritual dan menyediakan rumah aman/ shelter bagi korban
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kekerasan. Sedangkan non litigasi yaitu apabila korban menempuh jalur non
hukum. P2TP2A dapat mendampingi korban secara psikologis, spiritual,
melakukan mediasi antara korban dan pelaku, dan menyediakan rumah aman/

shelter bagi korban yang membutuhka.

c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Layanan ini merupakan kegiatan pasca trauma korban tindak kekerasan.
Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak mendapatkan hak
atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban
kekerasan mempunyai keberdayaan secara ekonomi. Sedangkan layanan
reintegrasi adalah P2TP2A membantu korban kekerasan untuk dapat hidup
dengan layak di lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada beberapa hak yang
harus diterima oleh anak yaitu “setiap anak berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial dan
setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya”. Lembaga P2TP2A telah membantu korban kekerasan untuk
mendapatkan kembali hak-haknya sebagai individu yang bebas tanpa
diskriminasi.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga
P2TP2A telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan

masyarakat. P2TP2A membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya
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dengan layak. Untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan,
anak akan malu dan tidak mau bersekolah lagi. Namun lembaga P2TP2A
mengusahakan mmberikan anak pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang

tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak.*®

2. Prinsip P2TP2A ketika Membantu Korban Kekerasan
Prinsip merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan suatu
pekerjaan. Ketika seseorang akan bekerja dengan prinsip yang matang dan baik,
maka pekerjaan yang ia lakukan dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal
sesuai dengan target yang ia inginkan. Begitu juga dengan lembaga P2TP2A,

prinsip yang mereka pakai ketika membantu korban pelecehan seksual adalah :

a. Prinsip tidak menyalahkan korban

walaupun banyak kendala yang harus dilalui seseorang korban pelecehan,
ada sebagian kecil dari korban yang memberanikan diri untuk mencari
pertolongan ke pihak-pihak yang memiliki wewenang. Apabila korban
membutuhkan pertolongan medis, maka mungkin ia akan mencari pertolongan ke
bidan desa, puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau tidak, dapat saja ia akan
mendekati orang-orang terdekatnya dalam komunitas dimana ia berada, apakah
seorang tokoh adat, tokoh agama, gurunnya ataupun anggota komunitas yang ia
anggap dapat membantu dirinya, oleh karena itu, sangat penting agar korban tidak

terus menerus disalahkan atas pelecehan yang terjadi pada dirinya.

**Data diambil dari arsip dan hasil wawancara dengan koordinator P2TP2A.
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b. Prinsip menentukan pilihan sendiri

korban harus senantiasa diberi informasi dan diberikan pilihan sehingga
dapat memilih alternatif yang paling cocok dengan apa yang paling cocok bagi
dirinya sendiri. Utuk kasus anak, walaupun mungkin mental anak tersebut belum
dewasa, mereka tetap perlu diberikan informasi mengenai apa yang terjadi tetapi
cara penyampaiannya disesuaikan dengan usia mereka. Pendapat dan kebutuhan

anak tetap perlu dipertimbagkan yang terbaik bagi tumbuh kembangnya.*®

*9Amrina Habibi, dkk, buku saku, Mengenal kekerasan



BAB IlI

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu
dengan pendekatan kualitatif( Field Research ),adalah pencarian data lapangan,
karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan
dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks
atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Sugiyono menjelaskan disebut
penelitian lapangan karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, peneliti
juga harus memiliki pengetahuan tentang kondisi dan situasi objek yang akan
diteliti.'Penelitian ini menyangkut dengan bagaimana cara konselor dalam
menangani korban kasus pelecehan seksual, fokus penelitian ini diarahkan untuk
mengetahui bagaimana kinerja konselor dalam menangani kasus pelecehan
seksual yang ada di P2TP2A.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis,
tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

B. Objek dan Subjek Penelitian
Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat
berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh

Anto Dayan objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2003) him. 8
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mendapatkan data secara lebih terarah?. Jadi yang menjadi objek dalam penelitian
ini adalah: (1) klien pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh konselor, (2)
kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor, (3) proses pelayanan yang
diberikan konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual, (4) faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling, dan (5)
capaian kinerja konselor dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Moleong mendiskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang
artinya orang yang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi
tersebut, Moeliono mendeskripsikan sunjek penelitian sebagai orang yang diamati
sebagai  sasaran  penelitian.’Berdasarkan  pengertian  tersebut  peneliti
mendeskripsikan subjek penelitian sebagai pelaku yang merupakan sasaran
pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti. Jadi,
yang menjadi subjek penelitian ini adalah korban pelecehan seksual, konselor,

orangtua korban dan karyawan P2TP2A.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian
Sugiyono menjelaskan bahwa dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti
menggunkan teknik purposive sampling yaitu dengan menggunakan teknik

penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.* Adapun yang menjadi

“http://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_111.pdf.Bab.I11:Metode.Penelitian

*http://eprints.uny.ac.id/9817/4/BAB3%20-
%2006205244067.pdf.Bab_I11:MetodePenelitian

*Sugiono,MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, danR&D, (Bandung: Alfabeta,2011),him
85.
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kriteria dalam penelitian ini adalah konselor yang sering menangani kasus
pelecehan seksual sebanyak dua orang, korban yang pernah mengalami kasus
pelecehan seksual sebanyak tiga orang dari tiga puluh satu orang, karena tiga
orang klien ini sudah melakukan konseling dengan tuntas, salah satu orangtua dari
korban yang pernah mengalami kasus pelecehan seksual, dan satu orang pegawai
yang bertanggung jawab sebagai orang yang merekap data klien yang ada di

P2TP2A.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.> Menurut sugiyono, dari segi
proses pelaksanaan pengumpulan data, maka metode observasi ini dibagi dalam

dua bagia yaitu:
a. Observasi berperan serta (participant observation), dalam observasi ini
peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

® Bugin, Burhan, Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi,Ekonomi, Dan Kehidupan
Publik Serta IImu-llmu Sosial Lainnya), (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2011), hal. 143.
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b. Observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan

hanya sebagai pengamat independen.

Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
nonpartisipan, dimana penelititidak terlibat secara langsung didalam lokasi
penelitian. Perhatian hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari,
dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berfokus

pada kinerja konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual.

2. Wawancara
Lexi J. Meleong berpendapat bahwa wawancara adalah sebuah dialog
yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa
pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti untuk memperoleh informasi.
Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa macam, yaitu sebagai

berikut:

a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

® Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2006),him
186
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c. Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam
katagori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari
wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka,

dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.’

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur
dalam mendapatkan data, di mana peneliti menanyakan langsung secara lisan dan
lebih bebas menanyakan terhadap hal-hal yang dibutuhkan dan dicatat untuk

dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

3. Studi Dokumentasi
Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis
menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengambilan sebuah data

melalui dokumen-dokumen, foto, rekaman, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menempuh
beberapa langkah yang kemudian hasilnya disimpulkan. Adapun langkah-langkah
yang peneliti tempuh adalam menganalisis dan pengolahan data peneliti juga

mengikuti prosedur, atau oleh Sanapiah Faisal, yakni pengumpulan data, reduksi

"Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif..., hal.233.
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data, display data dan menarik kesimpulan.® Langkah-langkah seperti yang

dikemukakan diatas dapat dilihat lagi dalam uraian berikut :

1)

2)

3)

4)

Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan
dalam suatu penelitian.

Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perluu, dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya
dapat ditarik dan diverifikasi.

Display data, yaitu membuat rangkuman temuan penelitian secara
sistematis terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang telah ditangani
oleh lembaga P2TP2A dalam memberikan layanan kepada korban.
Penyajian data ini berdasarkan oleh data-data yang ada pada lembaga
P2TP2A. Display data juga sebagai sekumpulan informasi yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Menarik kesimplan adalah membuat suatu kesimpulan dari hasil data yang
telah dikumpulkan, terkait tentang kasus pelecehan seksual yang ditangani
oleh konselor dalam memberikan layanan terhadap korban tersebut.
Kesimpulan ini merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang
dilakukan terhadap respnden peneliti, sehingga hasil tersebut iproses dan

dianalisis secara mendalam.

¢ Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, ( Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2005), him 26
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F. Prosedur Penelitian

Secara bahasa, prosedur yaitu metode langkah demi langkah secara pasti
dalam memecahkan suatu masalah.’Prosedur penelitian merupakan metode atau
langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah di dalam sebuah
penelitian. Adapun prosedur penelitiannya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

Pertama, tahapan pra lapangan, pada tahap ini penelitian akan
mempersiapkan surat persetujuan penelitian yang akan diserahkan kepada pihak
P2TP2A, menanyakan kepada pihak pengurus tentang persetujuan penelitian dan
menyerahkan surat persetujuan penelitian kepada pihak P2TP2A, serta
mempersiapkan beberapa instrumen wawancara yang akan ditujukan kepada
subjek penelitian.

Kedua tahap lapangan, pada tahap ini akan dilakukan proses wawancara
terhadap para pihak yang telah dipilih untuk menjadi subjek penelitian. Untuk
melengkapi data penelitian, juga diwawancarai para karyawan yang bertugas di
P2TP2A.wawancara akan dilakukan pada wakru senggang para konselor,
karyawan dan juga akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan tempat yang
ditentukan oleh peneliti dan disetujui oleh subjek penelitian.

Ketiga tahap laporan, pada tahap ini semua data dikumpulkan dari hasil
wawancara yang telah dilakukan dengan subjek penelitian.Kemudian hasil
wawancara tersebut dipilah-pilah mana data yang mendukung dan yang tidak

mendukung penelitian. Setelah melewati beberapa proses, kemudian hasil

®http://Kbbi.web.id/prosedur.Diakses 22 Juli 2019.
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wawancara ditulis secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menyusun

laporan penelitian.

AR-RANIRY




BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh

Sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
yang mengamanatkan pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia, maka pada
tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
No. 411.4/319/2003, tanggal 22 Juli 2003, dibentuklah P2TP2A di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2A Rumah Putroe Aceh. Pada
awal pembentukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, fokus utama kegiatannya dan
menjadi pilihan aktivis adalah upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan
berbagai keterampilan, dengan dukungan dana dari Biro Pemberdayaan
Perempuan. Kegiatan lainnya antara lain membantu Nyak-nyak penjual sayur
dengan dukungan dana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. P2TP2A
Aceh diberi nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh karena sesuai dengan arahan dari
Kmenterian Pemberdayaan Perempuan pada peresmian P2TP2A pertama di Jawa
Barat, diminta agar masing-masing P2TP2A di daerah memberi nama daerah bagi
P2TP2A yang dibentuk."

Kantor P2TP2A Provinsi Aceh ini berada di bawah Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh. Karena kedua instansi

ini satu atap maka kedua kantor ini berada di JI. Tgk. Malem No. 5, Jeulingke,

!Data ini berdasarkan dari SOP P2TP2A Provinsi Aceh
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Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, dengan fasilitas penanganan korban yang
cukup menjamin dan memadai, hanya saja gedung karantina untuk penempatan
korban selama mendapatkan pelayanan belum tersedia secara utuh. Selama ini,
ketika ada korban yang membutuhkan gedung Kkarantina, pihak lembaga
menitipkan korban pada Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah Aceh.Pihak
lembaga P2TP2A terpaksa meminta kerjasama dengan Darussa’adah tersebut
karena P2TP2A Provinsi Aceh belum memiliki rumah aman (shelter).Karena
semakin lama semakin bertambah jumlah korban, maka baru-baru ini koordinator
P2TP2A Provinsi Aceh mengusulkan untuk segera menyiapkan anggaran terkait
rumah aman tersebut.Puji syukur kepada Allah, akhirnya rumah aman (shelter)
yang diharapkan sedang diupayakan bagi P2TP2A Provinsi Aceh.’

Visi utama pembentukan P2TP2A adalah mewujudkan kebersamaan peran
yang berbasis syariat islam, menuju kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera,
demokratis dan islami di Aceh. Sedangkan visi P2TP2A sendiri adalah:

1. Melakukan advokasi dan edukasi bagi perempuan Aceh dalam bidang
syariat, hukum, ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Melakukan bimbingan dan konseling terhadap korban tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak

3. Memberikan bimbingan syariat islam terhadap perempuan baik sebagai

ibu rumah tangga, anggota masyarakat maupun warga Negara.

“Hasil observasi dan wawancara peneliti, tanggal 02 Agustus 2019



57

Menjadikan P2TP2A Provinsi Aceh sebagai pusat informasi strategis
tentang pemberdayaan perempuan di Provinsi Aceh serta perlindungan
anak.

Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait pemerhati/LSM dan
lembaga lain yang peduli dengan perempuan sehingga akan terjalin upaya
pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan di Provinsi Aceh.
Adapun tujuan pembentukan P2TP2A adalah:

Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan,
kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara
mandiri.

Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak.
Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat
dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi
perempuan dan anak.

Meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan
anak.

Meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan untuk

kesejahteraan dan perlingungan anak.
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2. Deskripsi tentang banyaknya klien pelecehan seksual yang sudah di
tangani oleh konselor selama tiga tahun terakhir di P2TP2A

Untuk mendapatkan data tentang banyaknya klien pelecehan seksual yang
sudah ditangani oleh konselor di P2TP2A, peneliti mewawancara salah seorang
staf administari bidang pencatatan dan penanganan klien, yang menyakan:

“klien yang sudah kami terima dan sudah ditangani oleh konselor pada tahun
2016 sebanyak tiga (3) klien/kasus pelecehan seksual, kemudian pada tahun
selanjutnya yaitu tahun 2017 kami sudah menerima dan sudah ditangani oleh
konselor sebanyak 15 (lima belas) klien atau lima belas kasus pelecehan,
sedangkan ditahun 2017 kasusnya semakin menurun yaitu ada 13 (tiga belas)
kasus/klien pelecehan seksual yang sudah di tangani oleh konselor”

Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh salah seorang konselor bidang
psikologi, yang sudah menangani klien pelecehan seksual

"Klien yang kami tangani itu setiap tahunnya berbeda-beda, pada tahun 2016
hanya tiga (3) klien yang kami tangani, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu
pada tahun 2017 sudah mengalami peningkatan di tahun ini kami menangani
lima belas (15) kasus/klien pelecehan seksual, kemudian pada tahun selanjurnya
vaitu tahun 2017 ada tiga belas (13) klien”.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi maka dapat dikatakan kasus
pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh P2TP2A adalah 2016 sebanyak tiga

kasus; 2017 sebanyak lima belas kasus; dan 2018 sebanyak tiga belas kasus.

3. Deskripsi tentang kriteria kasus yang langsung ditangani oleh
konselor di P2TP2A

Untuk mendapatkan data tentang kriteria kasus yang langsung ditangani
oleh konselor di P2TP2A peneliti mewawancarai dua orang konselor yang ada di

P2TP2A.
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Menurut Nanda Uswatul Hasanah sebagai konselor psikologis
menyatakan bahwa:

1) “Ciri-ciri khusus kasus yang pernah saya tangani itu tidak ada, namun
lebih kepenanganan kasus dengan usia-usia tertentu yaitu ada anak-anak,
ada pelecehan yang dewasa bisa perempuan dan bisa laki-laki, kalau
anak-anak yang paling kecil saya tangani itu berusia 3 tahun sampai yang
dewasa 26 tahun, orang yang melakukan pelecehan tersebut adalah orang
terdekatnya, seperti pamannya, ayah kandungnya, tetangga, guru. Anak-
anak yang datang itu dibawah ancaman, jadi orangtua nya tidak tahu
apa-apa, orangtuanya tahu ketika si anak tersebut sudah merasa sakit
baru dia ceritakan kepada mamaknya 3

Hal tersebut juga disampaikan oleh Eva Riana yaitu sebagai konselor hukum

2) “Kriteria kasus yang pernah saya tangani itu bermacam-macam, mulai
dari kasus anak-anak sampai yang dewasa, tapi kebanyakan adalah anak-
anak karena anak-anak ini di bawah pantauan orangtua, jadi orangtua
nya sendiri yang melaporkan kepada kami, sedangkan kalau dilihat dari
kondisi korban itu sendiri, kondisinya hampir semua mengalami rasa sakit
di beberapa bagian tubuhnya, ada juga yang mengalami trauma, mereka
pertama datang tidak mau bicara karena mereka masih merasa ketakutan,
tetapi setelah beberapa kali pertemuan mereka sudah mengalami
perubahan yang awalnya pendiam sekarang dia sudah berani bicara.
Kemudian kasus sudah pernah kami tangani selain yang saya sebutkan
tadi ada juga kasus anak-anak yang pernah dilecehkan, anak-anak yang
berkasus dengan pencabulan, dan anak-anak yang berkasus
pemerkosaan™*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri klien yang
paling banyak ditangani oleh konselor adalah anak-anak yang berumur 3 tahun
sampai 26 tahun, anak-anak korban pelecehan seksual, anak-anak korban
pemerkosaan, anak-anak yang pernah dilecehkan, dan anak-anak korban

pencabulan.

*Wawancara dengan Nanda Uswatul Hasanah sebagai Konselor psikologi di P2TP2A

*Wawancara dengan eva riana sebagai konselor hukum di P2TP2A
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Deskripsi tentang proses pelayanan yang diberikan konselor dalam
menangani klien kasus pelecehan seksual.

Menurut Nanda Uswatul Hasanah sebagai konselor psikologi menyatakan:

1.

“proses pelayanan yang kami berikan itu sangat spesifik, dari mulai
pertama datang klien itu kami sudah memperlakukan klien dengan baik,
seperti  malakukan pendekatan dulu dengan korban (attending),
pendekatan yang kami lakukan itu sampai korban merasa nyaman dan
dekat dengan kami, sehingga dengan adanya kenyamanan yang mereka
alami maka dengan mudahnya korban akan menceritakan segala
masalahnya tanpa kami bertanya apa yang terjadi kepada mereka,
slanjutnya apabila korban sudah mencetikan semua permasalahannya,
baru kami akan menindak lanjuti ke tahap selanjutnya atau disebut
dengan (helping), seperti apabila korban masih mengalami trauma maka
akan kami lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu merujuk kepada psikolog
atau disebut dengan (referal), setelah merujuk ke psikolog, selanjutnya
akan kami serahkan ke hukum (closing).”

Sedangkan menurut Eva Riana menyatakan bahwa:

2.

“ketika ada kasus dari klien yang melapor ke kami, kami melakukan
asesmen dulu, nanti ada konselor, ada penerima pengaduan (yang akan
mencatat dulu), kemudian baru akan di konseling oleh konselor psikologi,
nah dari kenseling itukan kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dari itu
nantik ditulis kebutuhan klien apa, kalau kliennya mngalami kasus
pelecehan seksual, berarti kebutuhan selanjutnya adalah proses hukum,
pemulihan psikologis karna mungkin dia mengalami trauma, nah nantik
ditulis disitu baru nanti akan dikasih kemenejer kasus, nanti baru
didisposisi ke yang misalnya dia butuh hukum, maka akan didisposisi ke
konselor hukum, nah kemudian dia akan dikasih satu konselor psikologi,
artiannya ketika dia melaukan proses hukum ada yang penguatan yang
psikologis ada yang memberikan penguatan hukumnya, nah biasanya
nanti baru kami yang mendampingi melaporkan ke polda, nanti kami akan
mendampingi dari mulai pelaporan, BAP sampai dengan kami
memastikan pasal yang dimasukkan, kemudian kami baru memastikan
kapan sidang, ketika proses sidang biasanya nanti akan kami dampingi
sampai kepengadilan.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, proses

pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada klien yaitu dimulai dengan

melakukan asesmen, kemudian durujuk kepada konselor, terakhir akan

diserahkankan ke BAP yaitu mendampingi korban sampai kepengadilan.
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5. Deskripsi tentang faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan layanan bimbingan konseling di P2TP2A

Menurut Eva Riana sebagai konselor hukum menyatakan:

1) “yang menjadi faktor penghambat dari konseling yang kami lakukan
biasanya karena klien tidak mau menceritakan permasalahan yang dia
alami, jadi sangat sulit bagi kami untuk menangani kasus seperti itu,
sedangkan yang menjadi penghambat di tingkat kepolisian terkadang
prosesnya lambat, karena mungkin mereka bukan hanya satu kasus yang
mereka tangani, kendala selanjutnya juga terjadi di jaksa, yaitu ketika
misalnya kasusnya terjadi pada anak otomatis harus ada saksi yang
melihat sebelum dan sesudah, sementara kasus-kasus seksual itu tidak
akan terjadi kalau ada yang melihat, itu bisanya yang menjadi
penghambat dalam proses yang kami lakukan. Sedangkan yang menjadi
faktor pendukungnya biasanya keluarga, karena kalau dalam suatu kasus
itu kelurga klien sangat mendukung maka prosesnya akan sangat cepat,
APH vyang perspektif juga sangat mendukung karena bisa merespon
dengan cepat.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh Nanda Uswatul Hasanah:

2.) “kendalanya itu ketika si klien tidak mau ngomong, karena mungkin dia
belum merasa nyaman dengan Kkita, jadi dia belum bisa memberikan
ketengan dan belum bisa bercerita, terus kadang-kadang disaat kita
sedang konseling berdua dianya tidak fokus. Sedangkan yang menjadi
faktor pendukungnya adalah adanya fasilitas yang memadai yaitu sarana
dan prasarana, adanya klien,adanya data-data dari pengaduan, jadi
kakak sudah tahu sekilas tentang kasus apa yang dia ceritakan.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, yang
menjadi faktor pendukung dalam peroses konseling adalah keluarga klien sendiri,
adanya konselor, adanya fasilitas yang cukup memadai seperti gedung dan

ruangan yang nyaman, adanya data-data klien yang bisa dilihat oleh konselor

sebelum melakukan konseling,



62

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah disaat klien tidak
mau berbicara dan tidak mau menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan

faktor penghambat di pihak kepolisian yaitu prosesnya lambat.

6. Deskripsi tentang capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam
penanganan kasus pelecehan seksual

Untuk mendapatkan data tentang capaian Kkinerja konselor dalam
menangani kasus pelecehan seksual, peneliti mewawancarai tiga orangtua korban
dan tiga orang korban pelecehan seksual.

Menurut Nurlaili sebagai orangtua korban NM

1) “Kalau dilihat tingkat traumanya, saya tidak bisa bilang karena anak
saya orangnya memang pendiam, dia juga tidak mau menceritakan
apa permasalahannya kepda saya, dia orangnya lebih tertutup, jadi
saya tidak bisa membedakan tingakat traumanya sebelum melakukan
konseling dengan sesudah “melakukan konseling. Kalau tingkat
perubahannya ada, setelah melakukan konseling anak saya sudah
mulai ceria lagi, tetapi kalau masalah pribadinya dia tidak akan
terbuka karena dari kecil dia memang pendiam. Jika dilihat dari sikap
dan perilakunya sebelum dan sesudah melakukan konseling, anak saya
banyak sekali mengalami perubahan, sebelum melakukan konseling
anak saya sering membantar, baik sama saya maupun sama adik-
adiknya, suaranya sering besar (membentak). Pelayanan yang
dilakukan oleh konselor di P2TP2A sangat baik, mereka
memperlakukan anak saya dengan baik sekali, karena saya bisa
melihat sendiri perubahan yang terjadi pada anak saya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Salwati sebagai orangtua korban IR

2) “Tingkatnya traumanya sudah lumayan berkurang, sekarang anak
saya tidak merasakan trauma seperti baru-baru mengalami kejadian
itu. Sikap dan kondisi anak saya pada saat baru-baru mengalami
kejadian dia sangat membangkang, sangat keras, namun setelah
melakukan konseling sekarang anak saya sudah mengalami
perubahan, yang dulu keras sekarang udah lumayan lembut.
Perubahan sikap pada anak saya biasa saja, karena dari dulu anak
saya memang katagori oarng yang ceria.”
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Ibu Junana sebagai orangtua korban SFR juga mengatkan

3) “Tingkat traumanya pada awal-awal kejadi dan sebelum saya lapor ke
P2TP2A sangat parah, tidak hanya di rumah kelihatan traumanya
tetapi di sekolah juga terjadi hal serupa, dari tingat prestasi nya juga
menurun drastis, tetapi setelah melakukan konseling sangat banyak
perubahan yang terjadi pada anak saya, sekarang rangkingnya sudah
mulai meningkat lagi walaupun tidak mendapakan rangking seperti
sebelum kejadian. Siakap dan konsisinya dulu sangat bingkeng, tapi
sekarang sudah lembut dengan saya, dia yang dulunya pendiam tetapi
sekarang dia sudah mulai ceria lagi, sekarang dia sudah mulai mau
belajar kembali, perubahan pada sikap dan perilakunya sangat jelas
terjadi perubahan setelah saya bawa ke konselor P2TP24.”

Wawancara dengan korban NM
4) “konseling nya berjalan sampai empat kali pertemuan, efek yang saya
alami itu adalah sekarang saya sudah tidak merasa malu lagi, saya
tidak merasa terkucilkan lagi, saya juga sudah merasa nyaman dan
ceria kemabali, walaupun saya masih sering melamun. Perasaan saya
sekarang sudah seperti biasa lagi”

Wawancara dengan korban IR

5) “lima kali jumpa, sekarang saya tidak takut lagi dengan orang-orang,
dulu saya takut kepada orang, ke sekolah saja saya tidak berani, saya
takut diejek oleh kawan-kawan, setelah saya ikut konseling saya
sekarang sudah berani. Perasaan saya sekarang sudah senang karena
saya sudah ikut konseling dengan konselor ibu-ibu konselor di sana
sangat baik-baik. ”

Hal serupa juga disampaikan oleh SFR sebagai korban

6) “konselingnya itu kemaren berjalan empat kali, di pertemuan pertama
itu saya lebih banyak diam dan tidak mau bicara, tetapi pada
pertemuan kedua saya sudah mulai mau berbicara dengan konselor
karena konselornya baik. Efek yang saya alami setelah melakukan
konseling banyak, pertama saya sudah mau berbicara lagi dengan
orang lain, kedua saya tidak takut lagi dengan anak laki-laki, terus
saya juga sudah mau lagi kesekolah dan di sekolah saya juga sudah
dapat rangking lagi. Perubahan sikap saya ada, dulu saya sering
bicara kasar sama orangtua saya, sekarang saya sudah mulai bicara
baik-baik lagi, saya juga tidak sering diam lagi kalau orang
berbicara.”
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Dari hasil wawancara dengan klien dan orangtua klien maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kinerja konselor yang ada di P2TP2A dalam memberikan
pelayanan kepada klien sudah sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan: (1)
hasil wawancara menunjukkan anak sudah mengalami perubahan tingkat
traumanya, (2) adanya perubahan sikap dan perilaku pada anak (3) adanya
perubahan dari tingkat keceriaan si anak.(4) anak sudah mulai ramah dengan

lingkungannya.

B. Pembahasan

Terdapat lima aspek pembahasan yang perlu dijelaskan dalam penelitian
ini yaitu sebagai berikut: (1) banyaknya klien pelecehan seksual yang sudah
ditangani dalam tiga tahun terakhiroleh P2TP2A Provinsi Aceh, (2) kriteria kasus
yang langsung ditangani oleh konselor di P2TPA Provinsi Aceh, (3) proses
pelayanan yang diberikan konselor dalam menangani klien kasus pelecehan
seksual, (4) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan
bimbingan konseling di P2TP2A Provinsi Aceh, dan 5) capaian kinerja konselor

di P2TP2A dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

1. Banyaknya Kklien pelecehan seksual yang sudah di tangani oleh
konselor selama tiga tahun terakhir di P2TP2A

Berdasarkan paparan hasil data deskripsi terkait banyaknya Kklien
pelecehan seksual yang telah ditangani oleh konselor selama tiga tahun terakhir
adalahpada tahun 2016 sebanyak tiga (3) klien/kasus; tahun 2017 sebanyak lima

belas (15) klien/kasus; dan tahun 2018 sebanyak tiga belas (13) kasus/klien
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pelecehan seksual.Jadi berdasarkan data tersebut maka dapat dinyatakan bahwa
dalam tiga tahun terakhir lembaga P2TP2A sudah menangani 31 kasus pelecehan
seksual.

Menurut peneliti, berhasilnya konselor menangani kasus ini karena adanya
usaha pelaporan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kasus
pelecehan yang terjadi dalam lingkungannya serta pelaku bisa ditindak lanjutkan
sesuai dengan undang-undang hukum pidana atau sesuai dengan arahan dan
bimbingan dari konselor, dengan harapan angka kriminalitas pelaku kejahatan
seksual dapatberkurang pada masa yang akan datang. Selain itu juga dibutuhkan
adanya perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah agar memberikan
perhatian khusus. Karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak
pelecehan seksual ini.

Selanjutnya Nevi juga mengharapkan adanya dukungan serta kerja keras
dari semua pihak untuk memastikan adanya upaya pemenuhan rasa keadilan bagi
korban kekerasan, termasuk dukungan aparatur penegak hukum, SKPA lintas
sektor, pemerintahan kabupaten/kota, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hingga
media massa.Selain upaya pencegahan di level sosialisi yang semakin intesif,
pihaknya melalui P2TP2A terus berupaya mengatasi makin melonjaknya angka
kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh, salah satunya dengan cara
mendorong adanya regulasi hukum lokal dalam penanganan kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

*Nevi menyatakan dalamhttps:/p2tp2a.acehprov.go.id (Banda Aceh, Maret, 2018)
diakses 29 September 2019.
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Syaiful Bahri dan Fajriani menyebutkan, pelecehan seksual yang terjadi di
Provinsi Aceh secara umum dikarenakan kurangnya pengawasan orangtua
terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Faktor ekonomi
juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi.
Korban dengan suka rela mengikuti keinginan pelaku jika dijanjikan diberi uang,
atau pemberian benda lain yang dianggap berharga. Selanjutnya, bagi pelaku
sendiri disebabkan oleh menurunnya moralitas sehingga pelaku menuruti semua
keinginan hawa nafsu tanpa memikirkan baik-buruk tindakan yang dilakukan. °

Khairida menyatakan faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya terjadi
tindak perbuatan pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan sekitar,
serta adanya penggunaan media yang salah, seperti beredarnya video, film, dan
gambar porno.Sehingga terdapat pengaruh yang sangat besar bagi yang
melihatnya dan mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan seksual.’

Meni Handayani juga menyebutkan banyak terjadinya kasus ini juga
dikarenakan oleh orang dekat yang korban kenali, pelakunya seperti tetangga,
guru bahkan mungkinsaudaranya. Untuk menangani hal ini, konselor juga
memberikan pengarahan kepada pihak keluarga untuk bisa berperan aktif,
khususnya orang tua diharapkan bisamembangun komunikasi yang baik dengan
anak karena orangtua merupakan tempat utama bagi anak untuk mengadu.

Orangtua pun harus bisamembuat anak dapat terbuka dengan segalaaktivitas yang

®Syaiful Bahri dan Fajriani. “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di
Aceh”. Jurnal Pencerahan. Vol. 9, No. 1, Maret (2015) Hal: 50-65. Diakses 29 September 2019.

"Khairida, Syahrizal, dan Mohd. Din. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat”. Vol. 1, No.1, April
(2017), hal: 169-186. Diakses 29 September 2019.
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dilakukan dan menjadi tempat curahanhati bagi anak.® Hal ini juga sesuai dengan
data dari P2TP2A yang menerima laporan bahwa 80% kekerasan seksual
dilakukan oleh orang terdekat, dan 10% terdapat saat pendidikan yang dilakukan
oleh guru. Sisanya atau 10% lagi dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.’

Terjadinya hal-hal penyimpangan seperti kasus pelecehan seksual ini
menurut Abdul Muin Salim menjelasan bahwa manusia hidup sudah tidak sesuai
lagi dengan kodratnya. Apabila manusia hidup sesuai dengan kodratnya yaitu
sesuai dengan tuntunan agama maka ia disebut berbuat adil. Tetapi jika ia
menyimpang dari kodratnya, berarti ia berbuat fahisyah karena dengan
penyimpangan itu ia hidup seperti memenuhi tuntutan hewani atau nabati.

Firman Allah dalam Al-Qur’an juga telah menganjurkan agar setiap
manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta melarang bagi manusia

terhadap perbuatan keji, yang terdapat dalam Q.S. An-Nahl: 90

MHMOQROA £ I-ROREF OO E I OAD M W@a 6 N
CITOROLTOE “a W& 90 NOEION0F 6N
P30 DM 0o C RS TLIIORYA Ao § 4

XA M e SO XIZE O M es - @OV T MA@ wWe
S OO0FILAE020.D B IESZHHED v leahORO A

XI@ ¢ &5 & 046 5
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran .

®Meni Handayani. “Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui
Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak”. Jurnal llmiah VISI PGTK PAUD dan
DIKMAS. Vol. 12, No. 1, Juni (2017). Hal: 67-80. Diakses 29 September 2019.

*https://beritakini.co (Banda Aceh, Desember 2018). Diakses 29 September 2019.
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Muzdalifah Muhammadun menyatakan di dalam ayat ini jelas terlihat
bahwa perintah berbuatadil diperhadapkan dengan laranganberbuat fahisyah.
Sedangkan perintahberbuat ihsan diperhadapkan denganlarangan berbuat munkar.
Adapun perintah memenuhi hak-hak kerabat berhadapan dengan larangan
menahan hak orang atau berbuat aniaya.'

Larangan penganiayaan ini jelas tergambarkan pada perbuatan pelecehan
seksual, yang mengakibatkan korban menjadi trauma. Bahkan tidak jarang korban
juga akan melakukan tindak yang tidak terpuji setelah dilecehkan yaitu seperti
bunuh diri. Oleh sebab itu, peran konselor sangat dibutuhkan dalam menangani
permasalahan ini. Karena dengan adanya bimbingan dan arahan dari konselor,
maka hal-hal yang ditakutkan yang akan terjadi pada korban/klien pelecehan
seksual akan terhindari.

Jadi berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian terkait
denganbanyaknya klien pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh konselor
selama tiga tahun terakhir di P2TP2A, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2016 konselor telah menangani sebanyak tiga kasus, minimnya pelaporan ini
disebabkan oleh pemahaman orangtua masih terbatas tentang fungsi lembaga
P2TP2A.Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu dari
tiga kasus menjadi lima belas kasus, hal ini dikarenakan kinerja konselor yang
sudah memperlihatkan semakin membaik.Berdasarkan karena  sosialisasi

kinerjakonselor semakin membaik jadi pemahaman orangtua terhadap kasus ini

“Muzdalifah Muhammadun. “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir
Maudhu’i)”. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 1, Januari (2011), hal: 14-29. Diakses 29
September 2019.
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semakin meningkat, dan pelaporannya juga semakin banyak. Pada tahun 2018
kasus ini sedikit menurun yaitu ada tiga belas kasus/klien, ini diakibatkan semakin
baik kinerja konselor, maka otomatis kesadaran dan pemahaman masyarakat

semakin tinggi, jadi kasusnya juga semakin menurun.

2. Kiriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di P2TP2A

Berdasarkan deskripsi data yang didapatkan tentang kriteria kasus yang
langsung ditangani oleh konselor di P2TP2A vyaitu konselor menyebutkan bahwa
tidak ada kriteria khusus dari semua kasus pelecehan seksual yang ditanganai.
Namun lebih kepenanganan kasus pelecehan seksual pada usia yang berbeda-
beda. Mulai dari kasus yang pada anak-anak, perempuan dewasabahkan juga
dialami oleh laki-laki dewasa. Pada anak-anak paling rendah berusia 3 tahun,
hingga yang dewasa 26 tahun. Kebanyakan kasus ini terjadi pada anak-anak. Hal
ini dikarena adanya pelaporan langsung dari orang tua korban. Keadaan ini
diketahui dari kondisi korban yang hampir semua mengalami rasa sakit di
beberapa bagian tubuh dan adanya rasa trauma.

Sesuai dengan data yang didapat, kekerasan seksual atau pelecehan

seksual ini banyak terjadi pada dua kalangan yaitu anak-anak dan orang dewasa.

a. Pelecehan Seksual terhadap Anak
ECPAT Internasional menyebutkan pelecehan seksual terhadap anak dapat
diartikan sebagai hubungan antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua,
seperti orang asing, saudara kandung atau orangtua anak tersebut dipergunakan

untuk objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan—perbuatan ini
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dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, tipuan serta tekanan. Kegiatan
yang mengandung paksaan ini tidak harus melibatkan kontak badan secara
langsung antara pelaku dan korban. Tindakan ini dapat berupa pelaku yang
menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh/memaksa anak-
anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku
hanya menonton atau merekan kegiatan tersebut.**

ECPAT Internasional juga menyatakan tindakan pelecehan yang dilakukan
oleh pelaku kepada anak-anak tanpa berhubungan badan secara langsung dapat
juga seperti pemberian bahan-bahan visual, audio dan suatu objek tertulis yang
menggambarkan pelecehan kepada anak ini disebut dengan pornografi anak.
Pornografi ini dapat mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara*?yaitu:

1) Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan
seksual seperti membuat bahan-bahan pornografi secara seksual tanpa
sepengetahuan anak tersebut, kemudian disebarkan, dijual bahkan
diperdagangkan.

2) Permintaan atas gambar-gambar tersebut menjadi perangsang untuk
membuat bahan-bahan porno. Sehingga orang yang mengkonsumsi

terus mengeksploitasi anak-anak ini.

“ECPAT International. “Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial
Anakterjemahan: Ramlan, S.Pd.I”, (Bangkok: Resatu Printing-Indonesia, 2006,), hal: 17.

2ECPAT International. Memperkuat Hukum Penanganan eksploitasi seksual anak,
panduan praktis, terjemahan: Ramlan, S.Pd.I”. (Bangkok: Restu Printing-Indonesia, 2010), hal:
69.
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3) Bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh pelaku kekerasan
terhadap anak untuk mengurangi rintangan anakdan memberikan kesan
bahwaseks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang
normal. Ini adalah bagian dari proses 'grooming' (membesarkan atau
menyiapkan).

4) Para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan produk-produk
mereka untuk memaksa, mengintimidasi atau memeras anak-anak yang
dipergunakandalam membuat bahan-bahan seperti itu.Jadi berdasarkan
paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual kepada
anak pertama sekali karena adanya kekerasan seksual yang diberikan
oleh pelaku baik dengan cara berhubungan langsung maupun tidak.
Selain itu, kekerasan seksual ini juga bisa berupa pemberian bahan-
bahan porno yang disebut dengan pornografi anak yang tujuannya
untuk memberikan kekerasan atau mengeksploitasi ada secara paksaan

dan bisa juga tanpa sepengetahuan anak tersebut.

b. Kalangan Orang dewasa
Fenomena pelecehan seksual saat bekerja merupakan salah satu bentuk
pelecehan seksual dalam arti luas yang saat ini menjadi perhatian masyarakat
sosial di dunia. Pelecehan seksual yang berlangsung, baik pada lingkup rumah
tangga maupun ruang publik, menunjukkan betapa rentannya kaum perempuan
dalam hidupnya ketika mereka menjadi subyek ketidak puasan seksual kaum laki-

laki. Lingkup pelecehan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1) Pelecehan di Ranah Domestik, pelecehan yang terjadi di ranah domestik
adalah pelecehan yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga,
merupakan jenis pelecehan yang sangat dekat dengan perempuan dan
anak. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU-PKDRT) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga
adalah suami, isteri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga; orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut; orang yang bekerja dalam rumah tangga
yang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2) Pelecehan di Ranah Publik, pelecehan di ranah publik dapat dikenali dari
relasi antara pelaku dengan korbannya, yang tidak memiliki hubungan
darah ataupun hubungan perkawinan. Pelaku pelaku terhadap perempuan
di ranah publik ini tidak saja laki-laki dewasa tetapi juga laki-laki dalam
usia anak. Mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban,
seperti teman, pacar, tetangga, atasan, pimpinan di sekolah dan aparat
kampung. Kemudian orang yang tidak dikenal oleh korban, pelaku tidak
teridentifikasi relasinya dengan korban.

Asiah Uzia dkk menyatakan hal ini menunjukkan bahwa pelecehan
terhadap perempuan dan anak perempuan dapat terjadi dimanapun dan oleh

siapapun. Juga menunjukan bahwa tidak ada jaminan keamanan bagi perempuan
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dimanapun, baik di dalam rumah maupun di masyarakat, karena pelecehan justru
dilakukan oleh orang-orang terdekat dan menjadi bagian dari hidup korban, yang
seharusnya memberikan perlindungan kepada korban.*?

Berdasarkan jenisnya, Sumarni dan Setyowati dalam Nediyan dan Sugiarta
menggolongkan menjadi 3 tingkat kriteria pelecehan seksual yang dialami
kalangan dewasa, yaitu:**

1) Pelecehan seksual Ringan, ciri-cirinya adalah laki-laki tersebut
mengedipkan mata atau menatap tubuh si wanita dengan gairah,
mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah si wanita, dan
mengajak si wanita bergurau porno atau melihat gambar porno;

2) Pelecehan Seksual Sedang. ciri-cirinya adalah laki-laki tersebut
membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau
bagian tubuh wanita dan laki-laki, bertanya apakah si wanita bersedia
diajak berkencan, membicarakan atau memberitahu si wanita mengenai
kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan
gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si
wanita;

3) Pelecehan Seksual Berat. Ciri-cirinya adalah laki-laki tersebut menyentuh,

mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubuh si

BAsiah Uzia, dkk. “Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh Menjelujur Pengalaman
Kekerasan Perempuan di Aceh, Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan”. (Banda Aceh: Komnas
Perempuan dan Jaringan Pemantauan 231).

“Nediyan Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus. “Intensi Pekerja Rumah Tangga
Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor”. Jurnal Psikologi IImiah. Vol.4. No.3 (2012). Diakses:
03 Oktober 2019.
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wanita, merangkul atau memeluk si  wanita dengan bernafsu,

memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau

seluruh alat vitalnya kepada si wanita, dan melakukan usahauntuk
melakukan perkosaan terhadap diri si wanita.

Jadi berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian terkait
dengankriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di P2TP2A maka
dapat disimpulkan bahwa kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor
dalam pelecehan seksual tidak ada yang khusus, karena mereka langsung
menangani kasus apapun yang dilaporkan, baik itu kasus seksual pada anak-anak
dan dewasa, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kelurga, kekerasan di
ranah publik, pelecehan seksual ringan, pelecehan seksual sedang, dan pelecehan
seksual berat.

3. Proses pelayanan yang diberikan konselor dalam menangani klien
kasus pelecehan seksual

Berdasarkan deskripsi data yang didapatkan tentang pelayanan yang
diberikan konselor dalam menangani klien kasus pelecehan seksual adalah sudah
memperlakukan Kklien dengan baik, karena telah menerapkan metode seperti
pendekatan dengan korban (attending), setelah korban merasa nyaman kemudian
dilanjut ke tahap helping, jika korban masih mengalami trauma maka dilanjutkan
ke proses kepada psikolog atau disebut dengan referal, setelah merujuk ke
psikolog, selanjutnya di serahkan ke hukum (closing).”

Deskripsi data tersebut hampir sama dangan penjelasan oleh Septanti dan

Tago yaitu untuk melakukan layanan pada anak, konselor menggunakan strategi
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konseling individu yaitu terdapat 3 tahapan dalam melakukan proses konseling

diantaranya®®:

a. Tahap awal yaitu membangun hubungan konseling dengan klien atau building
raport yang bertujuan untuk mengetahui kondisi klien agar klien merasa lebih
nyaman untuk bercerita masalah yang sedang dialaminya. Tahapan ini
dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang tenang, seperti mengajak
anak sambil bermain sesuai keinginan anak sehingga anak merasa tenang
tanpa tuntutan dan tanpa distraksi. Setelah hubungan klien dengan konselor
terjalin membaik maka konselor berperan untuk mencoba memancing klien
untuk bercerita masalah yang dialaminya dengan didampingi oleh seorang
pendamping.

b. Tahap pertengahan yaitu konselor mencoba menjelajahi dan mengidentifikasi
masalah serta kepedulian klien dan lingkungan dalam mengatasi masalah
tersebut dengan beberapa ilmu yang telah dimiliki oleh para konselor.
Konselor dapat menumbuhkan rasa empati, keramahan, kejujuran, dan
keikhlasan dalam melakukan proses konseling bersama klien. Situasi seperti
ini terjadi ketika klien merasa senang dalam proses konseling berlangsung
dan merasa klien dapat mengembangkan potensi pada dirinya.

c. Tahap akhir yaitu proses konseling untuk mengetahui lebih lanjut kondisi
klien. Untuk menurunnya kecemasan klien ketika konselor ingin menanyakan

kembali kondisi klienyang dapat dilihat dari perubahan ketika dia

>Septanti , L.H., dan Tago, M.Z,. 2016. Tahapan Konseling Dalam Menangani Kasus
Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur. Naskah Publikasi. Fakultas agama islam, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
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dipertemukan kembali dengan orang yang selama ini memperlakukannya
dengan tidak benar. Adanya perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat
dan dinamik.

Sistem pelayanan bimbingan dan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di mulai dari tahap pelaksanaan bimbingan
dan konseling dijalankan berdasarkan keputusan klien, maka konseling bersifat
suka rela. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tersebut adalah suatu upaya
untuk memberikan penguatan kepada klien dan juga untuk memberikan edukasi
kepada klien, serta memberikan penyembuhan psikologis kepada klien.

Tujuan tersebut sudah tercapai dengan tujuan pelaksanaan konseling pada
umumnya Yyaitu, bimbingan dan konseling adalah membantu individu untuk
menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai
wawsan, pandangan, interpretasi, pilihan-pilihan, penyesuaian dan keterampilan
yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan
dinamis, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana.*®

Sofyan S.willis juga menyebutkan tahapan pelayanan yang diberikan
belum cukup memadai, mengingat tahapan yang dilakukan hanyalah tahapan
pengenalan dan tahap saat memberikan upaya tindak lanjut kepada klien, secara
umum proses pelayanan bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya melewati
tiga tahapan, pertama tahapan awal yaitu klien menemui konselor hingga berjalan
proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien

atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Kedua, memperjelas dan

Ibid...hal 114
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mendefinisikan masalah yaitu klien menceritakan masalah-masalahnya dan gejala-
gejala yang dialaminya. Ketiga, menegosiasikan kontrak yaitu berisikan kontrak
dan kerjasam dalam proses bimbingan dan konseling.’

Jadwal pelayanan bimbingan dan konseling tidak ada batasan waktu
batasan khusus, artinya konselor melayani selama jam kerja yang telah ditentukan
yaitu pukul 08:00-17:00 WIB. Penerimaan klien mengikuti kesesuaian konselor,
ada konselor yang menerima klien satu hari hanya tiga sampai empat orang saja,
ada juga yang mengikuti sesuai dengan arahan menager khusus, jadwal ini hanya
berlaku kepada konselor.

Prayetno dan Erman menyatakan bahwa konselor berperan penuh dalam
memberikan layanan bimbingan dan konseling, alih tangan hanya dapat dilakukan
dengan alasan yang pasti atau permasalahan klien bukan lagi berada di ranah
keilmuan konselor. Jika ditinjau maka tahapan proses bimbingan dan konseling
belum berjalan sebagaimana seharusnya, dikarenakan konselor tersebut hanya
berperan sebagai pendamping atau pengumpulan data klien.*®

Hesty Nurrahmi menyebutkan tahapan pemberian layanan bimbingan dan
konseling bagi korban pelecehan seksual ada beberapa tahapan yaitu pertama,
membangun hubungan awal dengan klien, konselor berusaha menjalin relasi
dengan baik dengan klien agar klien dapat terbuka dengan perasaan yang ia

rasakan dan percaya akan masalah yang akan diceritakannya.

Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek. (Bandung: Alvabeta, 2009)
hal. 65

8prayetno, Eman Amti, Dasar-dasar......hal. 114
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Kedua, konselor berusaha menggali dan menyimpulkan dari gejala-gejala
yang diceritakan oleh klien, karena dalam menceritakan klien akan mencurahkan
segalanya.

Ketiga, menggunakana teknik-teknik khusus dalam menggali masalah
klien, karena tidak semua klien dapat bercerita dengan leluasa apalagi kondisi
trauma yang masih ia alami.

Setelah klien menunjukkan perilaku kearah lebih positif, konselor tetap
menlanjutkan kegiatan konseling sebagai upaya tindak lanjut dalam proses
kegiatan konseling. Konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam
proses konseling hingga proses konseling benar-benar selesai dan sampai ke tahap
persidangan.™

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian terkait dengan
proses pelayanan yang diberikan konselor dalam menangani klien kasus pelecehan
seksual, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan yang diberikan
konselor dalam penanganan kasus ada tiga tahapan yaitu:(1) konselor membangun
hubungan awal yang baik dengan klien agar klien dapat terbuka dengan perasaan
yang ia rasakan, dan bisa menggali serta menyimpulkan permasalahanyang
diceritakan oleh klien, (2) konselor membantu menyelesaikan permasalahan
korban dengan menggunakan teknik-teknik khusus seperti teknik pendekatan
dengan korban (attending), teknik membantu penyelesaian kasus korban(helping),

dan tindak lanjut pengalihan tangan (referal) kepada pihak lain apabila tidak dapat

®Hesty Nurrahmi, Konseling Bagi Anak yang Mengalami Perilaku Kekerasan Seksual,
(Pontianak: Institut Agama Islam Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah), hal. 25
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diselesikan dengan baik, (3) tahap closing yaitu penyerahan kepihak hukum

setelah pelayanan konseling telah selesai dilakukan dengan baik.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan
Bimbingan Konseling di P2TP2A

Berdasarkan deskripsi data yang terkait tentang faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di P2TP2A Provinsi

Aceh, adalah:

a. Faktor penghambat

Faktor penghambatnya antara lain klien tidak mau menceritakan
permasalahan yang dialami, sehingga sangat sulit bagi konselor untuk menangani
kasus klien.Menurut Nila Anggreiny dkk, hambatan yang terjadi ini merupakan
suatu aspek emosi yang dialami oleh seorang klien. Dalam keadaan ini, klien
mengalami emosi yang tidak stabil denganekspresi emosi yang berbeda-beda pada
masing-masing individu.Klien yang tidak mau menceritakan permasalahan yang
dialamimerasa tidak kuat secara individu, kecemasan menghadapi masadepan,
bahkan cemas terhadap fantasi seksual yang dimiliki.?

Selanjutnya penghambat juga ada pada pihak kepolisian yang terlihat
dalam proses penanganan kasus yang lambat.Penghambat lain juga terjadi di
kejaksaan, misalnya kasus yang terjadi pada kalangan anak-anak otomatis harus
ada saksi yang melihat sebelum dan sesudah terjadi, sementara kasus-kasus

seksual ini tidak akan terjadi jika ada yang melihat.

“Nila Anggreiny, dkk. “Mekanisme Psikologis Remaja Pelaku Kekerasan Seksual”.
Jurnal Pemikiran & Penelitian Psikologi. Vol. 11, No. 3 (2016) hal.112-122.
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Menurut Rosita Novi Andari, penanganan yang dilakukan bukan masalah
cepat atau lambatnya. Namun disini pihak polisi harus melakukan proses
penyelesaian berdasarkan kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual
terhadap anak di Indonesia yang mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam
KUHP, salah satunya adalah tentang jenis sanksi pidana terdiri atas pidana penjara
yang lama dan ancaman bervariasi yaitu antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun,
dan pidanadenda paling banyak Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian
juga harus disesuaikan dengan perkembangan melalui kebijakan khusus tentang
perlindungan anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, salah satunya adalah secara
umum mengatur perlindungan khusus terhadap anak diantaranyaanak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Selanjutnya juga harus dilihat
berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang ketentuan pidana terhadap pelaku

kejahatan seksual terhadap anak tertuang pada Pasal 76 C, D dan E.*

b. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah adanya dukungan dari pihak keluarga klien
sendiri, adanya konselor, adanya fasilitas yang cukup memadai seperti gedung dan
ruangan yang nyaman, dan adanya respon yang positif dari APH yang perspektif,
adanya data-data klien yang bisa dilihat oleh konselor sebelum melakukan

konseling.

“'Rosita Novi Andari. “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan
Seksualterhadap Anak Di Indonesia”. JIKH, Vol. 11, No. 1, Maret (2017), hal: 1 — 11
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Yulianto Budi Setiawan menyebutkan bahwa untuk kelancaran bimbingan
dalam menangani klien dengan tingkat emosi seperti tidak mau bercerita tentang
masalah yang dialami, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang bisa membuat
klien merasa nyaman. Tindakan ini adalah kebersamaan diantara anggota dengan
konselor. Konselor sendiri juga harus bisa menerapkan metode/cara yang dapat
menumbuhkan kembali kepercayaan diri klien, supaya bersedia untuk
menceritakan masalahnya secara terbuka di depan forum kelompok.?

Hendrarti menyatakan adapun untuk menjalankan proses konseling kepada
anak usia dini ada tahapan tersendiri yang sedikit berbeda dengan orang dewasa
karena harus bisa menyesuaikan dengan suasana hati (mood) anak yang bisa untuk
leluasa melakukan proses konseling. Bahkan disini tidak hanya seorang konselor
dengan klien saja melainkan kedua orang tuanya juga ikut serta disaat proses
konseling dilaksanakan dan kedua orangtua juga harus mempercayai sepenuhnya
dengan konselornya selama proses konseling berlangsung. Dengan keikhlasan
kedua orang tua maka akan mempermudah proses konseling nantinya, karena
perasaan orang tua dapat dirasakan oleh anaknya. Untuk faktor pendukung lainnya
adalah terdapat beberapa fasilitas seperti adanya taman bermain, ruang khusus
konseling anak, dan mainan-mainan anak. Dengan adanya fasilitas tersebut
konselor dapat mudah untuk menarik perhatian dari klien saat melakukan proses

konseling berlangsung.?

“’Yulianto Budi Setiawan. “Memahami Komunikasi Kelompok dalam Pendampingan
Korban Kekerasan Berbasin Jender”. Jurnal llmu Sosial, Vol. 5, No.2, Agustus (2006) hal: 67-76.
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Jadi berdasarkandeskripsi dan pembahasan data penelitian, terkait
denganfaktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan
konseling di P2TP2A, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama faktor pendukung ada tiga, yaitu: (1) adanya dukungan dari
keluarga, (2) adanya metode yang efektif dari konselor yang profesional bagi
setiap klien, (3) adanya fasilitas seperti adanya taman bermain, gedung/ruang
khusus konseling anak maupun dewasa, dan mainan-mainan anak sehingga
konselor lebih mudah menarik perhatian klien yang sudah merasa nyaman dengan
fasilitas-fasilitas tersebut.

Kedua faktor penghambat ada dua, yaitu: (1) klien tidak mau menceritakan
permasalahan yang dialami, karena merasa akan mengingat kembali peristiwa
yang dialami sehingga sangat sulit bagi konselor untuk menangani kasus klien, (2)
proses hukum yang lambat serta sulitnya mengadili dalam kejaksaan karena saksi
dalam kasus yang dialami klien tidak ada.

5. Capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan kasus

pelecehan seksual

Berdasarkan deskripsi data yang telah diperoleh tentang capaian kinerja
konselor di P2TP2A Provinsi Aceh dalam penelitian ini sudah baik, hal ini
berdasarkan data hasil wawancara dengan korban dan orangtua korban, yaitu

a) Awalnya korban mengalami trauma, akan tetapi setelah melakukan

proses konseling korban sudah mulai sembuh dari traumanya.

“Hendrarti Laella Septanti dan Mahli Zainuddin Tago. “Tahapan Konseling Dalam
Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur”. Naskah publikasi, UMY, diakses
pada 07 Oktober 2019.
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b) Anaknya yang dulu merupakan tipikal anak yang pendiam sehingga
orang tua tidak tahu perasaan si anak ketika mengalami masalah
tersebut. Namun setelah mendapatkan penanganan dari konselor,
sikap serta perilaku sebelum dan sesudah melakukan konseling
mengalami perubahan.

c) Sikap dan kondisi anak pada saat baru mengalami kejadian sifat
membangkang dan keras kepala, tetapi setelah melakukan konseling
suudah mengalami perubahan kearah lebih lembut.

d) Berkurangnya minat belajar sang anak setelah mengalami masalah.
Setelah melakukan konseling sangat banyak perubahan yang terjadi.
Minat belajar sang anak sudah kembali meningkat yang ditunjukkan
dengan hasil belajar yang sangat baik. Jadi peran konselor disini
sangat membantu klien yang mengalami kasus pelecehan seksual.

e) Klien mengakui bahwa adanya perubahan yang dirasakan dari
bimbingan tersebut. Seperti tidak malu lagi, tidak merasa dikucilkan,
berani, mau berbicara lagi dengan orang lain, tidak takut dengan
lawan jenis, rajin kembali kesekolah, meningkatnya minat belajar,
serta bisa lembut dalam berbicara.

Data-data yang telah dipaparkan diatas sesuai dengan penjelasan
psychological disorder bahwa dampak trauma akibat kejahatan seksual pasca
trauma “post traumatic stres disorder” berupa ketakutan, kecemasan, emosional,
menutup diri, mengisolasi diri, krisis identitas. Kondisi traumatik mempengaruhi

sikap, cara pandang, orientasi seksual dan memicu munculnya perilaku amoral
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sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakuan tidak menyenangkan yang dialami
anak yaitu penghianatan dan merasa tidak berdaya.*

Penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama bahwa dampak bagi anak
korban kekerasan seksual menyebabkan emosi tidak stabil, cenderung diam, tidak
mau keluar rumah, depresi, ketakutan, cemas, suka melamun, malu dan minder,
putus sekolah, diasingkan oleh  keluarga, diasingkan tetangga dan
keberlangsungan hidup keluarga dan korban terganggu.?

Ratih Wahyu juga menjelaskan bahwa, untuk menghindari adanya trauma
yang berkepanjangan, korban kekerasan seksual yang melapor pada konselor di
P2TP2A akan mendapatkan pendampingan dari para pekerja sosial maupun
tenaga ahli seperti dokter atau psikolog yang bekerja sama dengan masing-masing
lembaga. Jika proses konseling tanpa adanya pendamping korban akan kembali
mengingat hal-hal buruk yang telah terjadi, sehingga trauma dan emosional yang
tidak baik akan timbul kembali.*®

Stephen P.Robbins menyatakan indikator untuk mengukur keberhasilan

kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu:*’

?$iti Hikmah. “Mengatasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajran Aku
Anak Berani Melindungi Diri”. SAWWA, Vol.12, No.2, April (2017) Hal: 178-206.

STateki Yoga Tursilarini. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap

Keberlangsungan Hidup Anak”. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1,
April (2017), hal: 77-92.

26Ratih Wahyu S., IGAA. Noviekayati, Sahat Saragih. “Konseling Kelompok untuk
Menurunkan Depresi Pada Remaja Introvert Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Psikologi
Indonesia, Vol.7, No. 1, Juni (2018) hal: 93-106.

*’Stephen P.Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 260.
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1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap
kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
ketempilan dan kemampuan karyawan.

2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyataka dalam istilah
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3) Keterampilan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada
awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil
output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi
(tenaga, uang, tekhnologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud
menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya
akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.

6) Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan
mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab
karyawan terhadap kantor.

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian terkait dengan
capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penelitian ini sudah baik. Hal ini
dilihat dari perubahan prilaku klien yang mengikuti konseling, dari pertama
datang klien adalah seorang pendiam, setelah melakukan proses konseling klien
sudah terlihat ceria dari sebelumnya, yang sebelumnya klien juga sangat merasa
trauma, akan tetapi setelah melakukan proses konseling klien sudah mengalami

perubahan dari tingkat traumanya, misalnya pada saat baru mengalami kekerasan
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seksual klien merasa diam, takut serta cemas, maka setelah menjalani bimbingan

sudah mengalami perubahan lebih berani, terbuka, ceria dan rajin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa Kineja Konselor dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual
di P2TP2A Provinsi Aceh dapat di katakan sudah baik, pernyataan ini didasari
dari temuan penelitian yaitu:

Pertama dilihat dari banyaknya Kklien pelecehan seksual yang sudah di
tangani oleh konselorselama tiga tahun terakhir di P2TP2A adalah tahun 2016
hanya tiga kasus, hal ini disebabkan pemahaman orangtua yang masih terbatas
tentang fungsi P2TP2A, sehingga kasus yang dilaporkan menjadi sedikit.Pada
tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu dari tiga kasus
menjadi lima belas kasus,dikarenakan P2TP2A dalam mensosialisasikan
mengenai pelecehan seksual kepada masyarakat semakin intens, sehingga
pemahaman masyarakat bertambah, keberanian masyarakat juga bertambah dan
pelaporan kasus juga semakin meningkat. Pada tahun 2018 kasus ini sedikit
menurun Yyaitu dari lima belas kasus/klien menjadi tiga belas kasus/klien, ini
diakibatkan kinerja konselor semakin baik , maka otomatis kesadaran dan
pemahaman masyarakat semakin tinggi, jadi kasusnya juga semakin menurun.

Kedua dilihat dari kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di
P2TP2A, dapat disimpulkan bahwa kriteria kasus yang langsung ditangani oleh
konselor dalam pelecehan seksual tidak ada yang khusus, karena mereka langsung

menangani kasus apapun yang dilaporkan, baik itu kasus seksual pada anak-anak
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dan dewasa, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga, kekerasan
di ranah publik, pelecehan seksual ringan, pelecehan seksual sedang, dan
pelecehan seksual berat.

Ketiga dilihat dari proses pelayanan yang diberikan konselor dalam
menangani klien kasus pelecehan,yaitu ada tiga tahapan: (1) konselor membangun
hubungan awal yang baik dengan klien, agar klien dapat terbuka dengan perasaan
yang ia rasakan, dan bisa menggali serta menyimpulkan permasalahanyang
diceritakan oleh klien, (2) konselor membantu menyelesaikan permasalahan
korban dengan menggunakan teknik-teknik khusus seperti teknik pendekatan
dengan korban (attending), teknik membantu penyelesaian kasus korban(helping),
dan tindak lanjut pengalihan tangan (referal) kepada pihak lain apabila tidak dapat
diselesikan dengan baik, (3) tahap closing vaitu penyerahan kepihak hukum
setelah pelayanan konseling telah selesai dilakukan dengan baik.

Keempat dilihat darifaktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
layanan bimbingan konseling di P2TP2A, Pertama faktor pendukung ada tiga,
yaitu: (1) adanya dukungan dari keluarga, (2) adanya metode yang efektif dari
konselor yang profesional bagi setiap klien, (3) adanya fasilitas seperti taman
bermain, gedung/ruang khusus konseling anak maupun dewasa, dan mainan-
mainan anak sehingga konselor lebih mudah menarik perhatian klien yang sudah
merasa nyaman dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Kedua faktor penghambat ada
dua, yaitu: (1) klien tidak mau menceritakan permasalahan yang dialami, karena
merasa akan mengingat kembali peristiwa yang dialami sehingga sangat sulit bagi

konselor untuk menangani kasus klien, (2) proses hukum yang lambat serta
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sulitnya mengadili dalam kejaksaan karena banyak saksi dalam kasus pelecehan
seksual tidak mau bersaksi di pengadilan.

Kelima dilihatdaricapaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan
kasus pelecehan seksual sudah baik. Hal ini dilihat dari perubahan perilaku klien
yang mengikuti konseling dari seorang pendiam menjadi lebih ceria, dari perasaan
yang masih trauma sudah mengalami perubahan dari tingkat trauma, dari yang

tingkat kecemasan tinggi menjadi lebih releks serta berani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mekomendasikan kepada:

Pertama lembaga P2TP2A agar dapat menyediakan lebih baik lagi sarana
dan pra sarananya, supaya klien yang datang untuk berkonsultasi dengan konselor
merasakan kenyamanan pada saat melakukan konseling.

Kedua Konselor di P2TP2A agar memberikan edukasi kepada orangtua
dan masyarakat luas, memberikan penyuluhan/edukasi kepada anak usia Sekolah
Dasar (SD) tentang pengenalan tubuh dan reaksi jika ada indikasi kekerasan
seksual,serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan
kejadian kekerasan seksual yang terjadi, sehingga dapat diselesaikan, dan anak
sebagai korban dapat diselamatkan kehidupan kedepannya.

Ketiga masyarakat dan orangtua klien terus memberi bimbingan yang
positif agar klien tidak merasakan kembali ke peritiwa yang pernah dialami.
Selanjutnya bagi masyarakat pada umumnya terus awasi anak-anak jangan sampai
lengah hingga terjadi masalah pelecehan seksual dan menjaga anak-anak untuk

memberikan pendidikan dini tentang seksual
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Keempat Peneliti selanjutnya harus mengkaji hal lain terkait dengan
upaya pencegahan kekerasan seksual dari berbagai segi seperti dari aspek

ekonomi masyarakat, kurikulum pendidikan, dan lain-lain.
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PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab rumusan masalah menyangkut “Kinerja Konselor
dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Studi Deskriptif pada Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Provinsi Aceh.” Maka disusun pedoman wawancara sebagai berikut:

A. Berapa banyak klien pelecehan seksual yang sudah ditangani oleh konselor
dalam tiga tahun kebelakang di P2TP2A provinsi aceh?. Untuk
mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut maka data yang diperlukan
adalah :

1. Data jumlah kasus pelecehan seksual yang ditangani selama tiga tahun
kebelakang
2. Data jumlah klien pelecehan seksual yang ditangani selama tiga tahun

kebelakang

B. Bagaimana kriteria kasus yang langsung ditangani oleh konselor di
P2TP2A?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut maka data
yang diperlukan adalah :

1. Data jenis-jenis kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh konselor
2. Data ciri-ciri kasus pelecehan seksual yang paling sering ditangani

oleh konselor

C. Bagaimana proses pelayanan yang berikan konselor dalam menangani
klien kasus pelecehan seksual?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan

tersebut maka data yang diperlukan adalah :



1. Data tentang tata cara pelayanan yang diterima oleh klien dalam
menangani kasus pelecehan seksual

2. Data tentang tata cara yang dilakukan konselor dalam proses pelayanan
yang diberikan kepada klien pelecehan seksual.

D. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan
konseling?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut maka data
yang diperlukan adalah :

1. Data pendapat konselor tentang factor pendukung dan kendala yang
dihadapi ketika melakukan pelayanan kepada klien
2. Data pendapat klien tentang kendala dalam melakukan proses

konseling

E. Bagaimana capaian kinerja konselor di P2TP2A dalam penanganan kasus
pelecehan seksual?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut
maka data yang diperlukan adalah :

1. Data pendapat klien tentang perubahan sikap, dan perilaku yang terjadi
setelah melakukan konseling .

2. Data pendapat keluarga klien perubahan sikap dan perilaku yang
terjadi pada klien setelah melakukan konseling dengan konselor.

3. Data tentang sikap dan kondisi korban sebelum dan sesudah

penanganan.



Gedung P2TP2A tampak dari depan

Gambar 1




Gambar 2 : peneliti sedang melakukan wawancara dengan ibuk Eva Riana
yaitu sebagai konselor hukum




Gambar 3: peneliti sedang melakukan wawancara dengan Uswatul Hasanah
sebagai konselor psikologi

Gambar 4 : peneliti sedang melakukan wawancara sekaligus meminta data
kepada staf administrasi bidang pencatatan dan penanganan klien



Gambar 5: peneliti sedang melakukan wawancara dengan ibu Nurlaili
sebagai orangtua korban NM

Gambar 6 : peneliti sedang melakukan wawancara dengan ibu Salwati
sebagai orangtua korban IR



Gambar 7: peneliti sedang melakukan wawancara dengan ibu Junana
sebagai orangtua korban SFR

Gambar 8: peneliti sedang melakukan wawancara dengan IR yaitu salah
satu korban /klien
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